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Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai
otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih
(konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi
dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Kejadian-kejadian berupa
pelanggaran dalam pemilu sering terjadi khususnya pada masa kampanye, salah
satunya adalah money politics atau yang biasa dikenal dengan itilah suap atau
sogok. kegiatan suap atau sogok yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat
maupun dari tim sukses guna meraup suara dan simpatisan dari masyrakat untuk
memenangkan pemilu
Penelitian ini dilakukan di desa Barugae kecamatan Bulukumpa kabupaten
Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analisis untuk
mendeskripsikan atau melukiskan gambaran mengenai pengaruh politik uang
terhadap partisipasi masyarakat. Subjek penelitian ditentukan dengan spurposive
sampling. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara
dan observasi. Analisis data data dalam penelitian ini menggunakan interactive
model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap Reduksi data,
penyajian data dan verifikasi data atau penarikan simpulan.
Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa Money Politics memang
memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyrakat yang menerimanya akan
tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam meraup suara sesuai
dengan dana yang dikeluarkan Calon kandidat dalam melakukan Vote Buying pada
pemilu, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yang membuat Money
Politics menjadi tidak efektif yaitu strategi Money Politics yang salah, tim sukses
yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang di mana
hal tersebut membuat Money Politics tidak menjamin dapat membeli suara-suara
dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang dan barang dan adapun faktor
yang melatarblakangi masyrakat dalam menerima Money Politics yaitu karena
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Pemilihan umum kepala daerah adalah sebuah proses untuk mencapai
otoritas secara legal formal yang dilaksanakan atas partisipasi kandidat, pemilih
(konstituen), dan dikontrol oleh lembaga pengawas, agar mendapatkan legitimasi
dari masyarakat yang disahkan oleh hukum yang berlaku. Pasangan kandidat
calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak dari pemilih akan
dinyatakan sebagai kepala daerah yang akan memimpin suatu wilayah dalam
beberapa jangka waktu tertentu ke depan.
Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam
pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu pada saat ini kita melaksanakan pemilu
langsung dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa.
Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional
dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Tahap
pelaksanaan tentang pemilihan kepala daerah meliputi beberapa tahapan yaitu
penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/ wakil
kepala daerah, kampanye, hingga masa tenang, pemungutan suara, penghitungan
suara, penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih dan
terahir pengesahan dan pelantikan.
Salah satu tahapan dari pemilu yaitu kampanye merupakan usaha untuk
mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan
kegiatan retorika, publik relasi, komunikasi massa, lobby dan lain-lain. Kampanye
2adalah bagian dari proses pemilu yang memiliki pengaruh terhadap hasil pemilu.
Kampanye bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, biasanya dilakukan oleh
sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan strategi pencapaian dalam
rangka untuk menyukseskan kampanye tersebut. Dalam rangka memenangkan
perhitungan suara itulah, berbagai upaya untuk memikat dan memperoleh suara
diperbolehkan dan dilakukan, sepanjang tidak melanggar hukum resmi. Itulah
pelaksanaan yang telah disepakati dalam “sopan-santun politik”.1
Kejadian-kejadian berupa pelanggaran dalam pemilu sering terjadi
khususnya pada masa kampanye, salah satunya adalah Money Politics, kegiatan
Money Politics yang banyak dilakukan oleh para calon kandidat maupun dari tim
sukses guna meraup suara dan simpatisan. Kasus Money politics yang penulis
temukan pada berbagi sumber ini untuk memperkuat akan bukti dari beberapa
kejadian Money Politik pada pemilu diantaranya  kasus di daerah kabupaten
Pangkep dimana Seorang kepala dusun di pulau Sagara Desa Mattiro Bombang,
Kecamatan Liukang Tumpabiring Utara, Kabupaten Pangkajene Kepulauan,
Sulsel tertangkap sedang membagikan uang Rp 50 ribu kepada beberapa warga
pulau. Uang itu diduga digunakan sebagai ongkos mengikuti kampanye salah satu
pasangan calon bupati di Kabupaten Pangkep..2
Adapun bukti dari kasus slanjutnya akan kejadian Money Politics yang
penulis temukan dari media Tempo menunjjukkan bahwa maraknya tindakan
1 Roem Topatimasang, Menutup Pintu Masuk Politik Uang (Jakarta: Maarif Institute,
2011) h. 92
2 Liputan 6. “Money politik di kabupaten Pangkep”, situs resmi liputan 6. http://pilkada-
serentak-2015. /timses-calon-bupati-di-pangkep-kedapatan-bagikan-uang-ke-warga/( 18 februari
2016).
3Money Politics yang terjadi dalam berbagai jenjang pemilu dan hampir di semua
daerah di Indonesia. Ada pun data lain yang penulis temukan guna memperkuat
bukti adanya kejadian Money politics dimana adanya temuan dari kepolisian  yang
menyita barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah, yang ditengarai menjadi
alat untuk memengaruhi warga dalam menggunakan hak pilihnya Seperti
penyitaan barang bukti terbesar dilakukan di wilayah Gunung Kidul,Yogyakarta.
Barang-barang ini pun diduga dipakai untuk menyuap calon pemilih3
Selanjutnya data  dari hasil survey yang dilakukan oleh LSN yang dimana
dari hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN), pemilihan umum 2014 rawan
terjadi politik uang. Mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian
uang dari para calon legislator atau partai politik menjelang pelaksanaan pemilu
legislatif 9 April 2014 nanti. Sebanyak 69,1 persen mengaku bersedia menerima
pemberian uang dari caleg atau partai, meskipun dengan alasan atau dalih yang
berbeda-beda. Smentara pada pemilu 2009, survei LSN mengenai politik uang
menunjukkan masih kurang dari 40 persen publik yang bersedia menerima
pemberian uang dari caleg atau partai.  Dari 1.230 responden di 34 provinsi se-
Indonesia, hanya 30,9 persen responden yang dengan tegas akan menolak
pemberian uang dari caleg atau partai manapun. Besarnya persentase responden
yang bersedia menerima pemberian uang dari caleg atau partai merupakan
indikator nyata bahwa potensi politik uang dalam pemilu 2014 sangat tinggi.
Sikap mayoritas publik merupakan potensi bagi mudahnya terjadi politik uang
3 Angga Sukma Wijaya.” Pemilu, Polisi Tangkap Pelaku Praktek Politik Uang dalam
pemilu.Temponews.com.( 22 september 2015) .
4sebagai instrumen untuk mendulang suara4. Dari hasil survey yang dilakukan oleh
LSN menunjjukkan bahwa sebagian besar dari masyrakat sudah bersedia dan
terbuka dalam menerima Money Politics baik dari calon kandidat maupun partai
politik dan peningkatan jumlah masyrakat yang bersedia menerima Money
Politics dari pemilu 2009 dan 2014.
Tindakan Money Politics memang sulit untuk diartikan secara pasti karena
masing-masing masyrakat mengartikan Money Politics dengan persepsi yang
berbeda-beda sehingga pengertian dari Money Politics masih belum di pastikan
secara rinci dan M. Abdul Kholiq mengartikan Money Politics adalah suatu
tindakan membagi-bagikan uang atau materi lainnya baik milik pribadi dari
seorang politisi (calon legislatif/calon presiden dan wakil presiden, calon kepala
daerah) atau milik partai untuk mempengaruhi suara pemilu yang
diselenggarakan. Jadi money politic merupakan upaya mempengaruhi orang lain
dengan menggunakan imbalan materi pada proses politik dan kekuasaan bernama
pemilihan umum. Lebih lanjut M. Abdul Kholiq memberikan pengertian money
politic adalah suatu bentuk pemberian berupa uang atau barang/materi lainnya
(seperti sembako) atau pemberian janji yang merupakan upaya untuk
mempengaruhi seseorang atau masyarakat pemilik suara baik supaya orang itu
tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya
dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. 5 Tindakan pemberian uang
4 Apriliani Gita Fitria.” Survei, Pemilu 2014 Lebih Rawan Politik Uang dalam pemilu”,
Temponews.com, 26 03 2014, http://pemilu.tempo.co/read/news/269565384/p-Surveii-Pemilu-
2014-Lebih-Rawan Politik-Uang( 22 Desember 2015).
5 M. Abdul Kholiq, 2014, “Perspektif Hukum Pidana tentang Fenomena Money Politics
dan Korupsi Politk dalam Pemilu”. Disampaikan pada Seminar Nasional Mewujudkan Pemilu
5maupun jasa guna mempegaruhi pilihan pemilih memang kerap terjadi dalam
pemilu karena dianggap sebagai strategi yang menjanjikan dalam mempengaruhi
pilihan msyrakat dan mudah untuk dilakukan karena sikap akan keterbukaan
masyarakat terhadap Money Politics semakin meningkat.
Hamdan Zoelva mengemukakan beberapa bentuk dari Money Politics
yang umum terjadi di Indonesia yaitu
1. Money Politics pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit
ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan
janji/harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang
menguntungkan pemilik modal. Inilah money politic yang berdampak
sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte
kebijakan partai atau calon ketika telah memenangkan pemilihan. Hal ini
terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk
menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas
dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang
negara yang tidak halal.
2. Money Politics lapisan tengah, antara elit politik yaitu bakal calon
dengan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit partai
untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon
dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilih.
yang Demokratis, Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia Yogjakarta Tanggal 22 maret 2014.(25 november 2015)
63. Money Politics dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik
atau calon dengan masa pemilih. Bentuknya berupa uang, sembako,
kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya
yang tidak patut6.
Money Politics atau masyarakat awam mengenalnya dengan istilah suap
menyuap atau secara Istilah (kamus Bahasa Indonesia) Suap adalah memberi uang
dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan
kemudahan dalam suatu urusan, sedangkan secara istilah dalam islam disebut Ar-
Risywah, Menurut Al-Mula Ali Al-Qari rahimahullah “Ar-Risywah (suap) adalah
sesuatu yang diberikan untuk menggagalkan perkara yang benar atau mewujudkan
perkara yang bathil (tidak benar).” Money politics juga memiliki arti yang
tergolong sama di mana Money Politics dilakukan dengan tujuan memudahkan
dan mempengaruhi sebuah hasil dalam pemilu dengan melakukan tindakan
pelanggaran dan mengagalkan segala hak asasi manusia yang dimana masyrakat
bebas dalam berdemokrasi (memilih calon pemimpin).
Dalam konteks sistem, suap dan Money Politics terjadi karena mekanisme
yang ada dalam proses kebijakan memiliki celah-celah. Argumentasi yang
dikemukakan tiap pihak mentah karena apa yang dipikirkan hanyalah kepentingan
golongan masing-masing tidak hanya terjadi di lingkukngan kehidupan birokrasi.
Akan tetapi prilaku menyimpang seperti itu juga menjadi budaya ditengah
masyarakat seperti fenomena kisruh Pemilu Legeslatif dan Pilkada ahir-ahir ini
6 1 Hamdan Zoelva, 2014, Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic.
http://s3.amazonaws.comacademia.edu.documents/34118878/CATATAN_TERHADAP_PENCEG
AHAN_MONEY_POLITICS-libre.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&Expires=
1413044544&Signature=u1ddSVDSFEys7DZmSGRMfqHYGHI%3D. diakses pada tanggal 25
desember2015.
7hakikatnya berangkat dari persoalan suap atau sogok. Seorang kandidat tidak lagi
merasa malu untuk menawarkan sejumlah uang untuk meraup suara terbanyak
dalam pemilihan. Disisi lain, masyarakat pun telah menempatkan diri sebagai
obyek komoditas yang siap memberikan pelayanan suara bagi calon yang
membutuhkan. Maka lahirlah komitmen yang hanya karena hawa nafsu dalam
bentuk transaksi politik busuk antara yang disuap dengan yang menyuap
(penyogok dan yang disogok) Prilaku suap ini menimbulkan bencana sosial.
Selain terjadi pertikaian yang berdampak pada tindakan hukum, lantaran
memperoleh suara tidak diridhai oleh Allah S.W.T dan juga para penyuap dan
yang di suap harus menangung resiko dan  dari dosa akibat melanggar aturan
agama. hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah S.A.W dalam hadistnya .
:  َنََﻌﻟ  ُلْوُﺳَر  ِﷲ ،ﻰِﺷاَرﻟا  ِﻰَﺷَﺗْرُﻣﻟْاُو  ْنَﻋ رَﻣُﻋ  ِدْﺑَﻋ  ِﷲ  ِنْﺑ  ََلﺎﻗ
Dari ibnu umar R.a, ia berkata “ Rasullulah S.A.W melaknat orang yang
memberi suap dan menerima suap”. [H.R AT Tirmidzi].
Dari hadist Rasulullah di atas menyampaikan bahwa Rasullulah S.A.W
melaknat orang yang melakukan tindakan-tindakan yang berunsurkan suap seperti
Money Politics dan hal ini juga menjadi peringatan bagi pelaku dan penerima
Money Politics yang dimana juga merupakan suatu tindakan suap guna meraup
suara dalam pemilu. sekecil apapun perbuatan suap mereka tetap dilaknat oleh
Rasulullah begitupun dengan tindakan Money Politics yang bukan saja tindakan
yang dilarang dalam aturan pemilu tetapi juga para pelaku dan penerima Money
Politics juga di benci oleh Rasullulah dan merupakan perbuatan yang lebih
8banyak mendapat keburukan dibandingkan manfaat. Calon kandidat selalu saja
memcoba membuat tindakan Money Politics terlihat adalah sebuah perbuatan
yang tidak melanggar hokum aturan agama dengan berdalil hanya memberikan
bantuan kepada masyrakat terhadap apa yang mereka butuhkan untuk
membuktikan bahwa mereka lebih peduli terhadap masyrakat dibandingkan calon
kandidat yang tidak memberikan apapun sama sekali padahal dari tindakan
pemberian tersebut ada terkandung unsur  paksaan agar siapa yang mereka
berikan keuntungan harus membalas jasa pemberi  dengan memilih mereka. Maka
dari itu Money Politics masuk dalam golongan suap karena adanya tujuan untuk
mempengaruhi dan unsur harapan timbal balik dari dari mereka yang diberi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya telah menerbitkan aturan
tentang Money Politics ini. Money Politics yang dimaksud mempunyai pengertian
tindakan membagi-bagi uang bagi sebagai milik partai atau pribadi untuk membeli
suara masyarakat melalui undang undang no. 3 tahun 1999 pasal 73 ayat 3, dan
diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden SBY
dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 84, Ayat 1
Huruf J berikut bunyi lengkapnya:
“barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut
undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang,
baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun
supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan
pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan
9juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji
berbuat sesuatu.”7
Walaupun adanya undang-undang yang akan menjerat bagi para pelaku
dan penerima Money Politics namun tetap saja kejadian-kejadian Money Politics
masih saja marak terjadi, hal ini disebabkan karena Proses suap menyuap yang
merupakan kesepakatan dari dua pihak baik dari kandidat atau tim maupun
pemilih  akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga kedua
belah pihak saling berkerjasam dalam menutupi tindakan tersebut, sedangkan
perbuatan atau kesepakatan yang dilakukan bersama dalam hal kejahatan atau
pelanggar hukum jelas bertentangan dengan norma-norma agama  sebagaimana
firman Allah S.W.T dalam QS Al-Maidah: 5:
 َّﷲ ْاُﻮﻘﱠﺗاَو ِناَوْﺪُﻌْﻟاَو ِﻢْﺛِﻹا َﻰﻠَﻋ ْاُﻮﻧَوﺎََﻌﺗ َﻻَو ىَﻮْﻘﱠﺘﻟاَو ﱢﺮﺒْﻟا َﻰﻠَﻋ ْاُﻮﻧَوﺎََﻌﺗَو
 ُﺪﯾِﺪَﺷ َّﷲ ﱠِنإ ِبَﺎﻘِﻌْﻟا
Terjemahan:
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah
amat berat siksa-Nya- 8
7 Undang-undang  pemilu  No 10 pasal 84 ayat1 huruf  J tahun 2008
8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT Syamsil Cipta,
2006)
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Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong
menolong dalam hal yang baik bukan menolong atau melakukan kerjasama yang
di mana bertujuan untuk membuat kejahatan atau melakukan dosa-dosa karena
melakukan kejahatan secara bersama-sama akan mendapatkan siksaan yang
teramat pedih dari Allah S.W.T maka dari itu tindakan yang berupa saling
menolong hanya untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran hokum tidak pernah
di benarkan. Money politics jelas-jelas merupakan sebuah tindakan yang dilarng
dalam undang-undang makanya itu jika saling membantu melakukan sesuatu yang
dilarang oleh Negara adalah merupakan tindakan kejahatan maka dari itu
kerjasama dalam mensukseskan sebuah pelanggaran adalah sebuah tindakan yang
dilarang oleh islam walaupun dengan alasan malu atau tidak baik menolak karena
hal tersebutlah yang membuat sebuah pelanggaran seamkin dipandang sebuah
kewajaran saja.
Pada Tahun 2015 untuk pertama kalinya diselenggarakan Pilkada serentak
pada 9 Desember 2015.Di Sulawesi Selatan ada 11 daerah yang berpartisipasi,
yaitu Kabupaten Gowa, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep, Barru, Luwu
Timur, Luwu Utara, Tana Toraja, Soppeng, dan Toraja Utara. Dari 11 kabupaten
yang melaksanakan pilkada dimana Kabupaten Bulukumba memasuki daftar
wilayah paling rawan terjadi Money Politics berdasarkan dari pengawasan
Bawaslu Sulsel, potensi rawan itu dihasilkan dari beberapa indikator yang sudah
diuji secara manual. Olehnya itu, Bawaslu Sulsel sudah melakukan koordinasi
dengan seluruh pihak mengantisipasi potensi yang bisa merusak jalannya pilkada.
Ada 5 indikator yang digunakan mengukur kerawanan disuatu daerah. Yakni
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profesionalisme penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi dan
keamanan. Jika lima aspek ini digabung termasuk poin politik uang, Bulukumba
di urutan pertama9
Dari uraian diatas penulis melihat bahwa money politics sangatlah marak
terjadi dalam pelaksanaan pemilu baik dari pemilihan legislatif maupun pemilihan
kepala daerah sehingga kegiatan demokrasi sering terganggu dengan hadirnya
aksi Money Politics. Melihat dari fenomena tersebut penulis tertarik untuk
meneliti praktik-praktik Money Politics pada pikada serentak 2015 di Kabupaten
Bulukumba yang berstatus sebagai daerah rawan tindakan Money Politics
menurut Bawaslu Sul-Sel dengan mengangkat judul skripsi Pengaruh Money
Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Bulukumba Tahun 2015
(Studi Kasus Di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa).
B. Rumusan masalah
Berdasarkan uraian yang ada sebagaimana dikemukakan pada latar
belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :
a. Bagaimana pengaruh Money Politics terhadap partisipasi masyrakat di
desa Barugae pada pilkada tahun 2015?
b. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi sehingga masyarakat desa
Barugae melakukan money politics




C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk megetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pengaruh money




1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
khasanah ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap Ilmu Politik yang
mengkaji masalah Money Politics dalam pemilu.
2. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahaasiswa dan
masyarakat luas pada umumnya.
b. Kegunaan  Praktis
1. Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi
masyrakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta
pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku
politik tentang pentingnya sportifitas dalam meraup suara dalam pemilu
agar nilai-nilai demokrasi tidak tercoret dan agar pelaku poltik menyadari
akan dampak tidakan Money politics.
13
D. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka merupakan suatu hal yang memuat tentang hasil-hasil
penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dengan
maksud menghindari duplikasi, disamping itu, untuk menunjukkan bahwa topik
yang diteliti belum pernah diteliti oleh penliti lain dalam konteks yang sama serta
menjelaskan posisi penelitian yang dlakukan oleh yang bersangkutan.
Dengan kata lain tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi
penelitian diantara penelitian-penelitian yang telah ada studi tentang praktek
Money Politics sudah banyak diterbitkan dan ditemukan, namun sampai saat ini
belum ada yang membahas secara rinci mengenai faktor-faktor yang
melatarblakangi masyrakat menerima Money Politics dan sejauh mana pengaruh
tersebut terhadap partisipasi politik masyrakat yang terbangun dengan adanya
tindakan Money Politics Selain itu penelitian ini mengkaji dengan menggunakan
teori-teori politik klasik dan kontemporer dan dilaksanakan di lokasi dan tempat
penelitian berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ada dan tentunya juga
memiliki hasil yang berbeda pula.
Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan kasus
Money Politics adalah
1. Ali Sahab yang berjudul Vote buying dalam pemilihan kepala daerah
(Pilkada). (Studi kasus pilkada Surabaya dan pilkada Kabupaten Blitar tahun
2010). Penelitian ini bertujuan menjelaskan fenomena politik uang di Kota
Surabaya dan Kabupaten Blitar dalam pemilihan kepala daerah Surabaya dan
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Bupati Blitar tahun 2010 serta faktor penyebab terjadinya politik uang di masing-
masing daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif,
dimana peneliti menggambarkan kondisi “Money Politics” di kedua daerah
pemilihan umum kepala daerah. Namun penelitian ini tidak spesifik memunculkan
perbedaan politik uang di kedua daerah pemilihan umum kepala daerah.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat politik uang di kedua daerah tinggi.
Penyebab maraknya politik uang masyarakat Indonesia memang sebagian besar
masih mendasarkan pilihannya pada rasionalitas ekonomi.10
2. Penelitian yang selanjutnya mengenai praktek Money Politics dalam
pemilu legislative di Kabupaten Pekalongan tahun 2009 (studi sosio legal
normatif) oleh Sabilal Rosyad   Sistem pemilihan umum legislatif secara langsung
tahun 2009 membuka maraknya praktik Money Politics di Kabupaten Pekalongan.
Pada proses demokrasi level akar rumput (grass root), praktik Money Politics
tumbuh subur. Karena dianggap suatu kewajaran, masyarakat tidak lagi peka
terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya, karena tidak merasa bahwa Money
Politics secara normatif harus dijauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati
jelas terjadi Money Politics, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, namun
tidak ada protes. Masyarakat Kabupaten Pekalongan menilai Money Politics
sebagai sesuatu yang wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena
ketidaktahuan mereka. Anggapan ini muncul disebabkan pragmatisme politik,
yang tidak hanya dipraktekkan oleh para elit politik tetapi juga telah menyebar ke
10
.Ali Sahab, “Vote buying dalam pemilihan kepala daerah (Studi kasus pilkada Surabaya
dan pilkada Kabupaten Blitar tahun 2010)”. Official Website Of Ali Sahab. http://alisahab09fisip
.web.unai r.ac.id/artikel_ detail-41933  6-07-13. (25 November 2015.)
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dalam kultur masyarakat. Dalam penelitian ini nantinya akan dipelajari mengenai
adanya pergeseran nilai di masyarakat Pekalongan tentang praktik Money Politics
yang semula dianggap penyelewengan menjadi sesuatu yang wajar, dan
mengungkap hukum money politics dalam perspektif hukum Islam dan negara.11
3. Penelitian yang selanjutnya oleh Mohamad Amanu tentang Politik
Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan
Banyakan Kabupaten Kediri). Dalam melakukan pemilihan informan peneliti
menggunakan teknik purposive dan snowball dengan menentukan informan
berdasarkan kebutuhan data. Sedangkan data penelitian ini diperoleh melalui
teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori strukturasi dari Anthony
Giddens digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis praktik politik uang
dan kesadaranagen dalam kontastasi pemilihan kepala desa. Dari hasil penelitian
ini dapat ditemukan bukti bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala
desa dilakukan oleh expert agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses) dan lay
agen yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara yang dilakukan oleh agen
dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye. Sedangkan wujud
dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada expertagen dan lay agen
berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-janji politik seperti pembangunan
infrastruktur dan ziarah wali lima.12
11Rosyad Sabilal, “Praktek Money Politics Dalam Pemilu Legislative di Kabupaten
Pekalongan tahun”, thesis, (uin sunan kalijaga 2009), h.1.
12 Mohamad Amanu, “Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa
Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)”. Skripsi.(UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), h 20
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4. Penelitian selanjutnya praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa
(Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura) oleh Halili,
Penelitian ini bertujuan untuk; pertama, menemukan pola-pola praktik politik
uang dalam Pilkades di Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura, dan kedua,
menganalisis pengaruh penggunaan politik uang terhadap pilihan masyarakat
dalam Pilkades di desa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-
deskriptif dengan pendekatan naturalistik. Subjek penelitian ditentukan dengan
teknik purposive. Subjek berupa paper digunakan sebagai sumber data sekunder
sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data; wawancara mendalam
dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi
sumber. Teknik analisis data meliputi tahap; reduksi data, display data,
pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama,
pola praktik politik uang meliputi:
Komponen pelaku, strategi, dan sistem nilai yang menggerakkannya. 1)
Aktor praktik politik uang dapat dikategorikan pada dua bagian; yakni pelaku
langsung (direct actor) dan pelaku tidak langsung (indirect actor), 2)Politik uang
dalam Pilkades berlangsung: a) dengan cara membeli ratusan kartu suara yang
disinyalir sebagai pendukung calon Kades lawan dengan harga yang sangat mahal
oleh panitia penyelenggara, b) menggunakan tim sukses yang dikirim langsung
kepada masyarakat untuk membagikan uang, c) serangan fajar, dan d)
penggelontoran uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon
Kepala Desa, yaitu bandar/pemain judi. 3) Dari aspek nilai, fenomena politik uang
dalam Pilkades digerakkan oleh sistem nilai yang sama antara publik atau
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masyarakat bawah (demos) dan para elit politik di desa, yaitu nilai non
demokratis. Kedua, praktik politik uang yang berlangsung secara ekstensif
meningkatkan partisipasi formal pemilih. Namun demikian partisipasi tersebut
bersifat semu (pseudo-participation) sebab nir-rasionalitas. Ketiga, perlu
diikhtiarkan implementasi demokrasi yang lebih kontekstual bagi masyarakat
desa. Misalnya model demokrasi deliberatif, yang dikembangkan dari tradisi
pemikiran demokrasi komunitarian.13
5. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Bandung Barat, dimana hasil penelitian tentang praktek politik uang di Bandung
Barat pada pemilihan legislatif 2014 yang lalu, bisa dimaknai sebagai berikut
Fenomena praktik  politik uang di Kabupaten Bandung Barat terjadi karena
adanya hukum penawaran  (supply) dan Permintaan (demand), yang terjadi di
hampir setiap wilayah yang ada di Kabupaten Bandung Barat, terutama daerah
daerah yang cukup terpencil dan relatif tidak terawasi oleh penyelenggara
(Panwaskab).
Aktor utama dalam terjadinya praktek politik uang adalah Kandidat, Tim
Sukses/Kampanye, Pengurus/Kader Partai Politik, atau tokoh masyarakat Bentuk-
bentuk politik uang dilakukan dengan cara pemberian langsung amplop yang
berisi uang, pemberian Barang (sembako, kerudung, baju dan lain-lain),
menawarkan perbaikan infrastruktur, pemberian pulsa atau keanggotaan Asuransi,
door prize dan lain-lain. Pola – pola pemberian dapat dilakukan secara langsung
atau terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi yang dilakukan
13 Halili. “Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa  (Studi di Desa
Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura)”, Jurnal Humaniora 14, No 2 ( 2009): H. 99 – 112,.
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mulai dari Calon ditetapkan sebagai kandidat atau calon dalam pileg, pada masa
kampanye, masa tenang bahkan pada malam hari menjelang pemungutan suara
(serangan fajar).
Sekurang-kurangnya terdapat empat faktor penyebab berkembangnya
praktik Money Politics. Setiap faktor mempunyai kekuatan masing-masing dalam
memberi dorongan kepada pemilih untuk terlibat Money Politics. Tidak hanya
satu yang memberi pengaruh terhadap Money Politics, tetapi semua faktor
dengan bobot pengaruh yang berbeda-beda berkolaborasi saling menguatkan.
Keempat faktor tersebut adalah imbalan materi; kekecewaan karena
buruknya kinerja anggota legislatif (unsur balas dendam), lemahnya penegakan
hukum  dan sanksi terhadap pelaku praktek money politik; dan ketidaktahuan atau
kebingungan karena tidak mengenal calon/kandidat. Persepsi masyarakat
Bandung Barat terhadap praktek politik uang dapat dikatakan cukup tinggi
mengingat hampir setengah responden menganggap hal tersebut sebagai sebuah
kewajaran, walaupun apabila dibandingkan dengan temuan survey yang lain
prosentasinya masih lebih rendah. Persepsi ini juga terkait dengan tingkat
pendidikan, dimana ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan,
semakin besar pula kecenderungan untuk menolak atau menganggap bahwa politi
uang adalah sesuatu yang tidak wajar atau bertentangan dengan peraturan, moral
dan etika. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan, maka semakin kecil
tingkat penolakan terhadap praktek politik uang.14
14 KPU Bandung Barat, “ Praktek Politik Uang PadaPemilu Legeslatif 2014: (Studi Kasus
di Kabupaten Bandung Barat”.  laporan riset. (Bandung Barat:  KPU 2014). H 43
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E. Kerangka Teori
a. Teori partisipasi politik
Partisipasi politik ialah keterlibatan induvidu atau kelompok pada level
terendah sampai tertinggi dalam sisitem politik. hal ini berarti bahwa partisipasi
politik merupakan bentuk konkret kegiatan politik yang dapat mengabsahkan
seseorang berperan serta dalam system politik. dengan demikian maka setiap
induvidu atau kelompok yang satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan-
perbedaan dalam partisipasi politik karena partisipasi menyangkutu peran
kongkret dimana seseorang akan berbeda perananya, strukturnya dan kehendak
dari system politik yang di ikuti. Secara rinci Dusseldrop (1981) mengartikan
partisipasi sebagai kegiatan atau keadaan mengambil bagian dalam suatu aktifitas
untuk mencapai suatu kemanfaatan secara optimal. Definisi secara rinci di
kemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1979) , partipasi sebagai keterlibatan dalam
proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, memperoleh kemanfaatan
dan mengevaluasi program15
Selanjutnya dijelaskan bahwa partisipasi dapat dibedakan menjadi dua
yaitu pasif dan aktif . partisipasi aktif adalah mengajukan usulan mengenai suatu
kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.
Mengajukan kritik dan saran untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak,
memilih calon pemimpin sebaliknya partisipasi pasif adalah menaatai pemerintah,
menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah. Pertanyaan yang
kemudian muncul mengapa seorang berpartisipasi atau kurang berpartisipasi
15 Basrowi,  Sukidin, dkk. Sosiologi Politik. (Cet I.Bogor;  Ghalia Indonesia, 2012).
H.65
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dalam proses politik?. faktor faktor yang mungkin mengpengaruhi tinggi
rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu ialah kesadaran politik dan
kepercayaan terhadap pemerintah. Yang dimaksud kesadaran politik adalah
kesadaran terhadap pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan
politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan
masyarakat dan politik tempat ia hidup. Yang dimaksud sikap dan kepercayaan
terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia
menilai pemerintah dapat di percaya dan dipengaruhi atau sebaliknya.
Berdasarkan tinggi rendahya partisipasi tersebut , Peige membagi
partisipasi menjadi empat tipe. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan
kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif,
sebaliknya pula apa bila kesadaran poltik dan kepercayaan terhadap pemerintah
sangat randah maka partisipasi politik cenderung pasif (tertekan). Partisipasi
ketiga berupa militant radikal, yakni apa bila kesadaran politik masyarakat tinggi
tetapi kepercayaan terhadap rendah . selanjutnya apabila kesadaran politik rendah
teapi kepercayaan terhadap pemerintah tinggi maka partisipasi ini disebut tidak
aktif.16
b. Teori Stukturasi Giddens
Sebelum membahas praktik sosial, hendaknya perlu memahami dulu apa
yang disebut sebagai tindakan. Tindakan adalah aliran tiada henti dari
pengalaman yang diresapi, kategori pada sektor pengalaman khas tertentu yang
bergantung pada sebuah proses perhatian reflektif dari aktor yang berhubungan
16 Basrowi, Sukidin, Dkk. Sosiologi Politik . (cet. 1 Bogor. Ghalia Indonesia 2012). H.
72-73
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dengan yang lain17 Sedangkan menurut Giddens bahwa praktik sosial ialah
tindakan yang berulang dan terpola pada lintas ruang dan waktu 18
Praktik sosial di dalamnya juga terdapat aktivitas sehari-hari yang
dilakukan secara terus menerus dan menjadi sebuah rutinitas yang dapat dicipta
ulang menjadi praktik sosial yang baru maupun berhenti pada praktik sosial yang
lama karena adanya de-rutinisasi. Dalam melakukan rutinitas di dalamnya ada
interkasi antar agen dan adanya kesadaran agen di dalam melakukan sebuah
tindakan. Karena pada dasarnya tindakan terbentuk jika ada maksud dari agen
atas tindakannya. Sedangkan tindakan dan praktik sosial mengandaikan sebuah
komunikasi yang mempunyai penandaan tertentu dimana di dalam setiap praktik
sosial adanya rutinitas terjadi di dalam ruang dan waktu melalui interaksi dan
komunikasi agen-agen dengan sarana finansial (ekonomi) ataupun penguasaan
atas. 19
Kemudian pada konteks kesadaran, bahwa kesadaran dalam diri manusia
terbentuk karena adanya sebuah praktik sosial dan struktur di dalam ruang dan
waktu. Kesadaran dalam teori sosial sangat penting untuk dipelajari dan dipahami
karena pengaruh kesadaran yang dimiliki individu ada berbagai macam bentuk
atau sifatnya. Pada teori stukturasinya, Giddens menyatakan bahwa di dalam
17 Anthony  Giddens. Teori strukturasi. Diterjemahkan oleh Maufur dan Daryatno.
(Yogyakarta :Pustaka Pelajar. 2010). H.92
18 H Priyono. Anthony Giddens: Suatu pengantar. (Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia 2002). H. 22
19 H Priyono. (2002). Anthony Giddens: Suatu pengantar. Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia. H. 26
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tingkat kesadaran ada dua bentuk kesadaran yaitu kesadaran diskursif dan
kesadaran praktis20
Kesadaran diskursif yaitu kesadaran yang dapat dijelaskan secara verbal.
Para agen yang mampu mengatakan sesuatu atau memberikan sebuah ekspresi
secara verbal, khususnya dengan kondisi-kondisi dari suatu tindakannya sendiri.
Sedangkan kesadaran praktis yaitu kesadaran yang tidak mampu diekspersikan
secara verbal atas tindakan yang dilakukan oleh agen itu sendiri, tetapi lebih
terlihat pada tindakannya. Dengan kata lain bisa mengingat namun tidak mampu
untuk mengekspresikan wacana.
Selain kesadaran diskursif dan praktis, didalam diri (internal) agen
setidaknya memuat 3 elemen kesadaran yaitu monitoring refleksif, rasionalisasi
tindakan dan motivasi.21 Yang dimaksud dengan monitoring refleksif disini
adalah ciri tindakan sehari-hari yang terus dilakukan dan melibatkan perilaku
yang tidak hanya pada individu itu sendiri tetapi juga orang lain. Pada kesadaran
internal individu yang kedua yaitu rasionalisasi tindakan yaitu lebih mengarah
pada penjelasan agenatas sebagian besar tindakannya dan cara yang mereka
lakukan.
Dalam rasioanalisasi ini agen lebih memiliki pilihan atas tindakan yang
mengarah pada rasionalitasnya dalam melakukan tindakan. Sedangkan motivasi
akan lebih mengarah pada keinginan agen melakukan suatu tindakan yang dapat
diketahui ataupun dilihat dari perilaku agenitu sendiri. Motivasi dapat mengarah
20 Anthony  Giddens. Teori strukturasi. Diterjemahkan oleh Maufur dan
Daryatno.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. (2010). H. 64
21 Anthony  Giddens. Teori strukturasi. Diterjemahkan oleh Maufur dan
Daryatno.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. (2010). H. 8
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pada perilaku yang dapat memberikan keuntungan pada agen misalnya seperti
keuntungan ekonomi maupun keuntungan yang lainnya atas tindakan yang
dilakukannya. Dari sinilah kesadarakn diskursif dan kesadaran praktis akan
terwujud jika agen mampu merefleksikan ketiga kesadaran yang ada pada
dirinya22
B. Teori kekuasaan Machiavelli
Mengenai cara meraih kekuasaan, Machiavelli menekankan pentingnya
sebuah pencitraan. Kebanyakan manusia menilai lebih lewat mata dari pada
tangan mereka. Setiap orang dapat melihat anda, tapi hanya sedikit yang dapat
menyentuh anda.23. Seorang penguasa tidak perlu untuk menjadi ramah,
dermawan, adil, pro-rakyat, taat, dan segala sikap baik lainnya dalam saat yang
bersamaan. Hanya saja seorang penguasa harus memiliki keinginan untuk
dianggap murah hati dan tidak kejam. Memiliki semua kualitas positif itu akan
membawa kehancuran langsung pada penguasa terhadap kekuasaannya sendiri
dan tidak memberi manfaat kepadanya. Hal yang lebih penting ialah membuat
rakyat atau orang lain dalam jumlah banyak merasakan atau berpendapat bahwa
sang penguasa memiliki seluruh karakteristik luhur tersebut.
Pencitraan adalah langkah yang bisa diambil untuk mendapatkan kondisi
seperti itu. Machiavelli mencotohkan Ferdinand dari Aragon sebagai orang yang
berhasil melakukan pencitraan taat dan luar biasa dibalik jubah keagamaan yang
dikenakannya, namun pada kenyataannya ia tidak memiliki rasa kasih, keimanan,
22Anthony  Giddens. Teori strukturasi. Diterjemahkan oleh Maufur dan
Daryatno.Yogyakarta:Pustaka Pelajar. (2010). H. 9
23 Niccolo Machiavelli,”Sang Penguasa,” (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama1991) . hal.
572
24
kemanusiaan, ataupun integritas.24 Dalam salah satu tulisan, Machiavelli
menyebutkan:
“biarkan dia (Penguasa) bertindak seperti pemanah yang lihai yang,
merencanakan baik-baik sasaran bidikannya yang kelihatannya sangat
jauh jaraknya itu, dan mengetahui batas-batas kekuatan yang bisa
dicapai anak panahnya, membidik jauh di atas sasaran bidiknya, bukan
berusaha mencapainya dengan kekuatannya sendiri atau kekuatan anak
panahnya di arah yang begitu tinggi, tetapi berusaha untuk bisa dengan
bantuan sasaran bidik yang cukup tinggi itu untuk membidik sasaran
yang ingin dicapainya.”25
Dari kutipan di atas dapat kita tahu bahwa yang terpenting bagi seorang
penguasa atau yang ingin menjadi penguasa ialah membuat rakyatnya merasa
nyaman karena rakyat menilai sang penguasa dapat memberikan rasa aman.
Apakah pada kenyataannya sang penguasa dapat membuktikan dan mewujudkan
apa yang diharapkan oleh rakyat itu menjadi masalah nomor dua. Dengan cara
pandang seperti itu, Machiavelli membolehkan segala cara, baik atau buruk,
untuk dapat meraih dan mempertahankan kekuasaan. Substansinya adalah
kekuasaan dipertahankan, kesejahteraan terjamin, dan keamanan dapat terjaga
maka cara apapun bisa dilakukan untuk mendapatkan itu semua.26
24 Niccolo Machiavelli,”Kata Pengantar,” dalam Niccolo Machiavelli. diterj. oleh
Noviatri, Buku: Sang Pangeran, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), H. 7
25 Niccolo Machiavelli,”Kata Pengantar,” dalam Niccolo Machiavelli. diterj. oleh
Noviatri, Buku: Sang Pangeran, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2010), H. 57-58
26 Ahmad Suhelmi, , Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran
Negara, Masyarakat, dan Kekuasaan(Jakarta : Gramedia, 2007), H. 137
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C. Teori Perilaku Pemilih
Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan
pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori
tentang perilaku memilih dikategorikan kedalam dua kubu yaitu ; Mazhab
Colombia dan Mazhab Michigan. Mazhab Colombia menekankan pada faktor
sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan di
pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang
bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas. Penganut
pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar
sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (
status sosial ), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang
cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu
preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari
karakteristik sosial individu yang bersangkutan.27
Ramlan Surbakti dalam bukunya memahami ilmu politik mengatakan
bahwa perilaku politik itu merupakan suatu kegiatan ataupun aktivitas yang
berkenaan ataupun berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam
pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktivitas politik secara
periode.28
Pemilih diartikan sebagai pihak atau individu yang menjadi tujuan utama
para kontestan untuk mempengaruhi mereka dan meyakinkan mereka agar
27 Edy Kusmayadi, “Prilaku pemilih”. Official Website Of Edy Kusmayadi.
http://edikusmayadi.blogspot.com/2011/04/perilaku-politikpemilih.html. (16 Desember 2015).
28 Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Grasindo, 1999). H. 130
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mendukung dan memilih kontestan politik yang bersangkutan. Pemilih dalam hal
ini merupakan konstituen mapun masyarakat pada umumnya. Lomasky di dalam
analisis Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa keputusan untuk memilih yang
terjadi selama pemilihan umum merupakan perilaku yang ekspansif ataupun
perilaku yang terjadi hanya pada saat-saat tertentu saja.29
Bisa kita tarik kesimpulan bahwa perilaku pemilih yang demikian rupanya
hampir sama dengan perilaku dukungan suporter. Inilah yang menjadi
permasalahan ketika banyaknya pemilih yang cenderung perilaku politiknya
termanifestasi pada satu poin tertentu, bisa itu karena adanya suatu keterkaitan si
pemilih dengan si calon atau kandidat.
Perilaku pemilih dapat dianalisis dengan tiga pendekatan yaitu:30
a. Pendekatan Sosiologis.
Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan
pengelompokan sosial mempunyai pengaruh-pengaruh yang cukup signifikan
dalam menentukan perilaku pemilih seseorang. Karakteristik sosial seperti
pekerjaan, pendidikan sampai karakteristik sosiologis seperti agama, wilayah,
jenis kelamin, umur dan sebagainya merupakan bagian-bagian dan faktor-faktor
penting dalam menentukan pilihan politik. Singkat kata pengelompokan sosial
seperti umur, jenis kelamin, agama dan semacamnya dianggap mempunyai
peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan seseorang.
29 Ramlan Surbakti. Memahami Ilmu Politik. (Jakarta: Grasindo, 1999),  H. 106
30 M  Asfar. Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004. (Surabaya: Pustaka Utama.
2004).  H 137.
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Hal ini merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik
seseorang.
Pendekatan sosiologis melihat bahwa dalam kelompok-kelompok sosial,
terdapat kognisi sosial tertentu yang pada akhirnya bermuara pada perilaku dan
pilihan tertentu. Dalam kelompok-kelompok sosial, berlangsung proses
sosialisasi. Lingkungan sosial memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan
internalisasi nilai-nilai dan norma dalam masyarakat, serta memberikan
pengalaman hidup.
b. Pendekatan Psikologis.
Pendekatan ini menggunakan konsep psikologis terutama konsep
sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku pemilih. Variabel-variabel itu
tidak dapat dihubungan dengan perilaku pemilih kalau ada proses sosialisasinya.
Oleh karena itu menurut pendekatan ini sosialisasilah sebenarnya yang menetukan
perilaku politik seseorang. Oleh karena itu pilihan seseorang anak yang telah
melalui tahap sosialisasi politik tidak jarang sama dengan pilihan politik orang
tuanya. Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai
kajian utama yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap
isu-isu dan orientasi kepada kandidat.
c. Pendekatan Rasional.
Dalam konteks pendekatan rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa
ada timbal balik yang akan diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak
mendapatkan faedah dengan memilih kandidat yang sedang bertanding, ia tidak
akan mengikuti dan melakukan pilihan pada proses Pemilu. Hal ini juga sejalan
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dengan prinsip ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan
bahwa calon bupati dan wakil bupati akan melakukan berbagai promosi dan
kampanye yang bertujuan untuk menarik simpati dan keinginian masyarakat
untuk memilih dirinya pada pilkada.
Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya banyak dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Untuk memahami faktor pemilih dalam menentukan
pilihannya pertama kita haru memahami bagaimana konteks latar belakang
historisnya. Sikap dan perilaku pemilih dalam menentukan pilihan politiknya
banyak dipengaruhi oleh proses dan sejarah masa lalu. Ini dikarenakan budaya
politik di indonesia masih kental akan sejarah dan kebudayaan masa lampau.
Faktor kedua ialah kondisi geografis dan wilayah. Hal ini sangat
berpengaruh kepada masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam
pemilu, secara tidak langsung perilaku pemilih banyak ditentukan oleh faktor
wilayah. Oleh karena itu kondisi dan faktor geografis/wilayah menjadi
pertimbangan penting dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Misalnya
saja dalam pengambilan keputusan, peraturan dan kebijakan sampai dalam
pemilihan umum. Hal ini menuntut agar si calon pandai-pandai membuat
strateginya dalam kampanye agar perilaku pemilih cenderung memilih si kandidat
tersebut.31
31 Fisipuu politik. prilaku politik. official website fisipusu politik.





Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif,
guna memperoleh paparan faktual yang berkaitan dengan variabel penelitian.
Penelitian deskriptif dan kualitatif lebih menekankan pada keaslian, tidak bertolak
dari teori melainkan dari fakta yang sebagai mana adanya di lapangan atau dengan
kata lain menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat
atau masyarakat tertentu. 32
2. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Barugae Kec Bulukumpa Kab.
Bulukumba.
3. Tehnik Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu
dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data
yang sebenarnya dari masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan
atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Adapun
metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai
berikut :
32 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, Cet. XIV, (Jakarta: CV. Alfabeta, 2006), H.
16.
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a. Metode Observasi merupakan  kegiatan sehari-hari manusia dengan
menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra
lainya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit33
b. Metode Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai, dengan atau
tampa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan
terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama34 guna mengali informasi
megenai pokok permasalahan.
c. Metode Online merupakan metode yang digunakan penulis untuk
mendapatkan data melalui media online seperi internet, sehingga internet
merupakan salah satu medium atau ranah yang sangat bermanfaat bagi
penelusuran berbagai informasi dengan cepat mulai dari informasi teoritis maupun
data primer dan skunder yang di inginkan untuk kebutuhan penulisan.35 Metode
ini akan melengkapi  isi skripsi atau membandingka permasalahan yang terjadi
dimedia online dengan kejdian di langsung lapangan.
4. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data yang mudah
dibaca dan diinterprestasikan. Analisa data dilakukan sejak awal penelitian hingga
penelitian selesai. Untuk menganalisa data yang akan dikumpulkan dalam
penelitian ini, maka digunakan teknik analisa kualitatif, yaitu analisis deskriptif
33 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif. (Jakarta: Kencana, 2009).  H.115
34 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif. (Jakarta: Kencana, 2009). H.108
35 Burhan Bungin, Metodologi Penulisan Kualitatif: (Jakarta: Kencana, 2009). H.124
31
kualitatif.36 Analisis ini juga dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi di lokasi
penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat
digambarkan secara lebih terperinci
Data yang sudah didapat selanjutnya diedit ulang dan dilihat
kelengkapannya dan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh
sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi. Menurut Soedjono dan
Addurrahman, analisis ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik
kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara
obyektif dan sistematis.37 Analisis ini dimaksudkan melakukan analisis terhadap
makna yang terkandung dalam masalah yang hendak dibahas agar dapat
menjadikan data semaki sistematis dan akurat.
Dari kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling berkaitan pada saat
sebelumnya, selama maupun sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang
sejajar untuk membangun wawasan umum disebut analisis menurut Miles dan
Haberman.38
a. Reduksi Data
Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang
36 Burhan,Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2007), H. 83
37 Soerjono, dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1991), H, 13
38 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan
Kuantitatif, (Jakarta: Erlangga, 2011), H. 148
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muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung
secara terus menerus seiring dengan pelaksanaan penelitian itu berlangsung.
Reduksi data merupakan tahapan bagian analisis sehingga peneliti disini
dapat melakukan beberapa pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang
akan dibuang, mana yang merupakan sebuah ringkasan, cerita-cerita yang sedang
berkembang, mana yang merupakan pilihan-pilihan analistis. Reduksi data
merupakan proses analisis data yang mempermudah peneliti untuk menarik
sebuah kesimpulan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok yang sedang
dianalisis.
Adapun proses reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang
menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasikan data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan
kesimpulan dan dilanjutkan ke proses verifikasi.
b. Display Data
Tahapan berikutnya adalah display data atau penyajian data (tahapan
secara sistematis/pengelompokan). Menurut Miles dan Habermas dispay data
merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan kesimpulan dan pengambilan pengambilan tindakan. Melakukan
penyajian data maka peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang
terjadi dan apa yang harus dilakukan.
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c. Verifikasi dan Kesimpulan
Verifikasi dan Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses
pengumpulan data. Peneliti bisa menilai sejauh mana pemahaman dan interpretasi
yang telah dibuatnya. Ada beberapa cara yang dilakukan dalam proses ini
diantaranya melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang sama,
pengelompokan dan pencarian kasus-kasus negatif (mungkin adanya kasus yang
menyimpang dari kebiasaan masyarakat).
Lebih jelas ditegaskan oleh Miles dan Huberman bahwa seorang peneliti
yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar,
tetap terbuka dan skeptis (kehati-hatian), tetapi kesimpulan sudah disediakan,
mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkatkan menjadi lebih rinci dan
mengakar dengan kokoh.39
5. Subjek / Objek   dan Informan Penelitian
a. Subjek / objek penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah masyarakat dan orang-orang yang terlibat
dalam Politic Money. Sedangkan objeknya yaitu uang yang diterima oleh
masyarakat dari para calon kepala deaerah yang akan bertarung dalam pemilu.
b. Informan penelitian
Adapun informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Barugae kec.
Bulukumpa Kab. Bulukumba.
39 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif : Analisis Data. (Jakarta :Raja Garafindo,2010)
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6. Tehnik Penentuan Informan
a. Daftar Informan Wawancara Di Desa Barugae
No Nama Pekerjaan Dusun Pendidikan Usia
1 Abdul Wahid Pengusaha Karampuang Smp 38 thn
2 Irsan Sopir Truk Karampuang Smp 25 thn
3 Muh. Ramli Siswa Karampuan Sma 21 thn
4 Andi Oddang Petani Cengkeh Karampuang Sma 31 thn
5 Irmawati Pns Karampuang Sma 39 thn
6 Kabbah Pembuat Gula Aren Taggentung SD 37 thn
7 Muliadi Buruh Pengolah
Kayu
Taggentung Smp 31 thn
8 Riang Penjual Taggentung Smp 36 thn
9 Rahmatia Pedagang Macconggi Sma 40 thn
10 Irfandi Petani Macconggi D1 23 thn
11 Jamaludding Petani Macconggi Sd 37 thn
12 Indar Ibu Rumah Tangga Paolotonge SD 43thn
13 Hasnia Penjual Paolotonge Smp 32 thn
14 Abdul Kahar Montir Motor Paolotonge Sma 29 thn
15 Sanudding Pengusaha Kec.Herlang S1 39 thn
Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat
yang ada di Desa Barugae. Namun, tidak semua populasi akan dijadikan sampel
untuk menggali data. Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut dilakukan,
diantaranya: .40
b. Pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Sequential yang mana informan yang dipilih tidak ditentukan batasannya,
jumlahnya terus bertambah sampai peneliti menilai data yang dikumpulkan dari
sejumlah informan telah cukup dan telah mencapai titik jenuh, sudah tidak ada hal
baru lagi yang akan dikembangkan.
40
, Burhan Bungin. .Metodelogi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif.
(Surabaya: Airlangga University Press 2001). H.43
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c. Penelitian ini mengkhususkan pada beberapa karakteristik informan/
narasumbernya yakni individu yang pernah mendapat atau berpartisipasi langsung
dalam kegiatan money politik tersebut.
d. Jumlah dari informan juga dibatasi sebanyak 15 orang. Hal ini sesuai
dengan teori yang disampaikan oleh beberapa tokoh penelitian komunikasi bahwa




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Bulukumba
1. Penamaan Bulukumba
Penamaan "Bulukumba", bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis
yaitu "Bulu’ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung
milik saya atau tetap gunung milik saya". "Bulu'kumupa" yang kemudian pada
tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi
"Bulukumba". Sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi
menjadi sebuah kabupaten. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama
kabupaten dimulai dari terbitnya Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang
Daerah.41
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994
dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya),
maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari
1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal
Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan
Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten Bulukumba pada
41 Hasanuddin, spektrum sejarah budaya dan tradisi  Bulukumba, Hasanuddin University
Press 2005, H. 7
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tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan bupati pertama,
yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960.42
2. Bulukumba Dalam Lintas Kemaritiman
Sejak dahulu pula, peran Bulukumba ditenggarai memegang peran yang
cukup penting dalam jalur pelayaran internasional. Hal ini dimungkinkan sebab
Bulukumba berada pada jalur titik perdagangan Bandar-bandar besar di nusantara.
Jalur perdagangan Bandar somba opu dan selayar misalnya, harus melalui
perairan Bulukumba. Begitu pula sebaliknya, ketika angin muson timur bertiup
kencang, armada perahu rempah-rempah dari Maluku maupun muatan biji besi
dari luwu menuju Bandar selayar ataupun Bandar somba opu, mesti melalui
kawasan perairan ini. Sebab kondisi ombak pada musim-musim tersebut relative
tenang dan aman dilayari dibandingkan dengan jalur pelayaran selayar.
Maka tidak mengherankan jika di kawasan ini pernah menjadi satu titik
pelabuhan transito yang utama disamping Bandar selayar dan somba opu.
Intensitas temuan fragmen keramik yang tinggi bekas pelabuhan kuno para-
parasemakin menguatkan indikasi akan pentingnya peranan kawasan ini pada
masa lalu. Dari titik pandang seperti itu, bukan suatu hal yang mustahil apabila
kawasan ini dipilih sebagai salah satu titik tolak local penyebaran islam di
Sulawesi. Dengan posisi strategis seperti itu, pengaruh kekuasaan Gowa dan Bone
telah menjadikan kawasan ini sebagai satu titik strategis dalam menyebarkan
kultur dua kerajaan besar tersebut. Tercatat dalam sejarah, silih berganti kawasn
42 Hasanuddin, spektrum sejarah budaya dan tradisi  Bulukumba, Hasanuddin University
Press 2005, H. 9
38
ini mendapat penagruh hegemoni kekuasaan dua kerajaan besar di Sulawesi
Selatan tersebut. Bukit Karampuang di Bulukumpa, dalam cerita tutur masyarakat
turut menjadi saksi bisu pembagian kepentingan karaeng dan puang pada masa
lalu.43
3. Struktur Kekuasaan Secara Historis
Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang
mengorbankan harta, darah dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap
kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik
Indonesia Tahun 1945 diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan
"laskar brigade pemberontakan Bulukumba angkatan rakyat". Organisasi yang
terkenal dalam sejarah perjuangan ini, melahirkan pejuang yang berani mati
menerjang gelombang dan badai untuk merebut cita–cita kemerdekaan sebagai
wujud tuntutan hak asasi manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni
2005.
43 Hasanuddin, spektrum sejarah budaya dan tradisi  Bulukumba, Hasanuddin University
Press 2005, H. 12
39
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu,
sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang
diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta
2007.Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara
pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam
undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Wali Kota
Adapun struktur kepemimpinan dari Kabupaten Bulukumba di mulai dari
tahun1960 hingga 2020.
1. Andi Patarai 12 Februari 1960 - 1966)
2. Andi Bakri Tandaramang (1966-1978)
3. Amien Situru (1978, Pjs)
4. HA Hasanuddin (1978-1980)
5. Malik Hambali (1980-1985)
6. HA Kube Dauda (1985-1990)
7. Andi Tamrin (1990-1995)
8. HA Patabai Pabokori (1995-2005)
9. AM Sukri Sappewali-H. Padasi (2005-2010)
10. Azikin Solthan (2010, Plt)
11. Zainuddin Hasan-Syamsuddin (2010-2015)
12. AM Sukri Sappewali- Tomy Satria Yulianto S.IP
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B. Agama Dan Budaya Masyrakat Bulukumba
1. Agama “Tradisional”.
Paradigma kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan memberikan nuansa
moralitas dalam sistem pemerintahan yang pada tatanan tertentu menjadi etika
bagi struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip "Mali’ siparappe, Tallang
sipahua."Ungkapan yang mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa Bugis
– Makassar tersebut merupakan gambaran sikap batin masyarakat Bulukumba
untuk mengemban amanat persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama
demi terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material dan spiritual, dunia
dan akhirat.
Nuansa moralitas ini pula yang mendasari lahirnya slogan pembangunan
"Bulukumba Berlayar" yang mulai disosialisasikan pada bulan September 1994
dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996. Konsepsi "Berlayar" sebagai
moral pembangunan lahir batin mengandung filosofi yang cukup dalam serta
memiliki kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan masyarakat
Bulukumba."Berlayar", merupakan sebuah akronim dari kalimat kausalitas yang
berbunyi "Bersih Lingkungan, Alam Yang Ramah". Filosofi yang terkandung
dalam slogan tersebut dilihat dari tiga sisi pijakan, yaitu sejarah, kebudayaan dan
keagamaan.
2. Proses Masuknya Agama Islam di Bulukumba
Masyarakat Bulukumba telah bersentuhan dengan ajaran agama Islam
sejak awal abad ke–17 Masehi yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran agama
Islam ini dibawa oleh tiga ulama besar (waliyullah) dari Pulau Sumatera yang
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masing–masing bergelar Dato Tiro (Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar) dan
Dato Patimang (Luwu). Ajaran agama Islam yang berintikan tasawwuf ini
menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan menggerakkan sikap
keyakinan mereka untuk berlaku zuhud, suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat
dalam kerangka tauhid "appasewang" (meng-Esa-kan Allah SWT).
Berbicara mengenai kawasan Bulukumba, tidak bisa dilepaskan dari
perbincangan tentang peran serta kawasan ini sebagai salah satu titik sentrum
penyebaran islam di jazirah Sulawesi selatan oleh trio datuk, yakni Dato Ri Tiro,
Dato Ri Bandang, dan Dato Patimang. Dato Ri Bandang menyebarkan agama
Islam di Kerajaan Gowa, Dato Patimang di Luwu dan Dato Tiro di kampong Tiro,
Bulukumba. Tidak lengkap pula ketika kita tidak membahas kawasan adat
Amatoa Kajang, Bulukumba, kawasan ada yang eksotis dengan ciri khas balutan
baju, sarung dan penutup kepala dengan nuansa warna hitam, kearifan lingkungan
dan prinsip hidup kamase-masea masyarakatnya.44
3. Pijakan Kebudayaan
Dari sisi budaya, Bulukumba telah tampil menjadi sebuah "legenda
modern" dalam kancah percaturan kebudayaan nasional, melalui industri budaya
dalam bentuk perahu, baik itu perahu jenis phinisi, padewakkang, lambo, pajala,
maupun jenis lepa–lepa yang telah berhasil mencuatkan nama Bulukumba di
dunia internasional. Kata layar memiliki pemaha adanya subjek yang bernama
perahu sebagai suatu refleksi kreativitas masyarakat Bulukumba.
44 Hasanuddin, spektrum sejarah budaya dan tradisi  Bulukumba, Hasanuddin University
Press 2005, hal 14
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C. Kondisi Geografis Masyarakat Bulukumba
1. Letak Geografis
Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara
5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.
2. Batas-batas wilayahnya adalah:
 Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
 Sebelah Selatan: Laut Flores
 Sebelah Timur: Teluk Bone
 Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.
D. Gambaran Umum Desa Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba
1. Peta Desa Barugae
(Sumber data kantor desa barugae)
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2. Batas wilayah45
Batas Adapun batas wilayah Desa Barugae yaitu:
Sebelah Utara : Desa Palangka Kecamatan Sinjai Selatan Kab. Sinjai
Sebelah Selatan : Kelurahan Tanete Kec. Bulukumpa
Sebelah Barat : Desa Kambuno Kec. Bulukumpa
Sebelah Timur : Desa Balangpesoang Kec. Bulukumpa
4. Luas Wilayah Menurut Penggunaan
Tabel I
Luas Wilayah
Luas pemukiman 180 ha/m2
Luas persawahan 1255 ha/m2
Luas perkebunan 172.8 ha/m2
Luas kubur 1 ha/m2
Luas perkaragan 25.7 ha/m2
Luas perkantoran 17.5 ha/m2
Luas prasarana umum 92 ha/m2
Total luas 2733.5ha/m2
(sumber; Format Laporan Profil Desa  Barugae. H 3)
Dari table I diatas kita mengetahui bahwa luas menurut penggunaan
adalah 2733.5 ha/m2 dan terbagi dalam beberapa bagian penggunaan seperti
45 Format Laporan Profil Desa  Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Provinsi Sul-
Sel 2010. (15 Februari 2016)
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persawahan yang menjadi wilayah penggunaan terluas di Desa Barugae seluas
1255 ha/m2 kemudian wilayah pemukiman seluas 180 ha/m2 dan wilayah
perkebunan seluas 172,8 ha/m2, wilayah prasarana umum seluas 92 ha/m2,
perkarangan seluas 25, 7 ha/m2, kantor seluas 17,5 ha/m2 dan terahir luas wilayah
perkuburan 1 ha/m2.
5. Orbitasi 46
a. Jarak ke ibu kota kecamatan 3 km danLama jarak tempuh ke ibu kota
kecamatan dengan menggunakan kenderaan bermotor 1/5  jam
b. Jarak ke ibu kota kabupaten 34 km dan Lama jarak tempuh ke ibu kota
kecamatan dengan menggunakan kenderaan bermotor ½ jam
c. Jarak ke ibu kota provinsi 182 km danLama jarak tempuh ke ibu kota
kecamatan dengan menggunakan kenderaan bermotor 5 jam
6. Potensi sumber daya manusia
Tabel 2
Potensi S.D.M
Jumlah Tahun 2015 Tahun 2016
Jumlah laki-laki 1450 1455
Jumlah perempuan 1427 1437




(sumber; Format Laporan Profil Desa  Barugae. H 18)
46 Format Laporan Profil Desa  Barugae Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Provinsi Sul-
Sel 2010. H.5
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Table 2 menunjukkan jumlah penduduk Desa barugae dari tahun 2015
sebanyak 2877 hingga 2016 sebanyak 2892 yang dimana ada peningkatan jumlah
penduduk sebanyak 5 orang dari laki-laki dan perempuan sebesar 10 orang dan
jumlah keseluruhan peningkatan adalah 15 orang dari tahun 2015 ke tahun 2016.
7. Mata pencarian pokok
Tabel 3
Pekerjaan
Jenis pekerjaan Laki-laki perempuan
Petani 576 12
Buruh tani 38 2
Buruh imigran perempuan 2 2
Buruh imigran lelaki 9 -
PNS 12 10




(sumber; Format Laporan Profil Desa  Barugae. H 19)
Table 3 di atas menunjukkan jenis mata pencarian dari masyarakat Desa
Barugae yang dimana mayoritas dari masyrakat Barugae terutama laki-laki
berkerja pada sektor pertanian sebanyak 576 orang dan wanita hanya 12 orang.
Sector pertanian memang merupakan wilayah terluas di desa barugae seperti
persawahan. Pekerjaan sebagi peternak juga banyak di geluti oleh masyarakat
Barugae  dimana sebanyak 40 orang laki-laki dan 10 perempuan, kemudian
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pekerjaan sebagai buruh tani sebanyak 38 orang laki-laki dan wanita sebanyak 2
orang, masyarakat yang berkerja sebagai PNS hanya 12 orang dari laki-laki dan
10 wanita sedangkan dari sector Polisi dan TNI masing-masing hanya ada 2 dari
laki-laki dan terahir adalah masyarakat yang berkerja pada bagian perajin industry
seperti pembuatan meja kursi dan banyak lagi.





keluarga prasejahtera 1 23
keluarga prasejahtera 2 527
keluarga prasejahtera 3 6
(sumber; Format Laporan Profil Desa Barugae. H 47)
Table 4 diatas menunjukkan ekonomi masyarakat Desa Barugae yang
dimana keluarga yang berada pada tahap sejahtera jumlahnya sangat minim hanya
sebanyak 62 keluarga dan keluarga prasejahtera  sedangkan ekonomi keluarga
paling banyak berada pada ekonomi keluarga prasejahtera 2 yang dimana hal ini
menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat masih terbilang rendah
karena masih banyak masyarakat yang ekonomi keluarganya hanya berada pada





Tingkat pendidikan Laki-laki Wanita
Usia 3-6 belum tk 21 17
Usia 3-6 sedang tk 20 19
Usia 7-18 yang tidak pernah sekolah 3 4
Usia 7-18 yang sedang sekolah 33 39
Usia 18-56 tidak pernah sekolah 9 15
Usia 18-56 pernah SPTP tapi tidak
tamat
26 29
Tamat SD atau sederajat 43 56
Jumlah usia 12-56 tidak tamat SLTP 27 31
Jumlah usia 12-56 tidak tamat SLTA 49 50
Tamat SMP  atau sederajat 69 79







(sumber; Format Laporan Profil Desa  Barugae. H 19)
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Table diatas menunjukkan tingkat pendidikan dari masyarakat Desa
Barugae yang dimana sangat minim dari masyarakat yang melanjutkan
pendidikan hingga strata 3 hanya 4 orang dan paling   banyak dari masyarakat
Barugae  merupakan tamatan SMA yang berjumlah 82 laki-laki dan wanita
berjumlah 91 dan masih banyak juga dari masyarakat yang hanya tamat pada
jenjang pendidikan yang lebih rendah seperti SMP sebanayak 148 orang, SD
sebanyak 99 orang ada juga mereka yang belum pernah melaksanakan jenjang




A. PENGARUH MONEY POLITICS TERHADAP PARTISPASI
MASYRAKAT BARUGAE PADA PILKADA 9 DESEMBER 2015.
Beberapa studi di berbagai tempat menunjjukan beragamnya makna uang
itu bagi penerima misalkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Schaffer dan
Scheduler (2007, 25-27), bahwa para penerima ada yang memaknai sebagai upah
(wage), hadiah (gift), pembayaran ganti rugi atas dosa masa lalu para elite
(reparatetion), penghinaan (affront), tanda kebijakan seorang kandidat (sign of
virtue), tanda keburukan seorang kandidat (sign of vice), serta ada juga yang
menggangapnya sebagai tanda kekuatan (sign of strength) dan sebagian sebagian
juga ada di alam pikir masyarakat pati. Dalam konteks pati ketika seseorang
menerima uang dari calon kandidat tentu tidak bisa disimpulkan bahwa orang
tersebut sudah terbeli suaranya. Apa lagi dalam pemilu, perputaran uang yang
disebarkan oleh tim sukses terjadi timpang tindih: satu orang pemilih bisa meraih
uang dari dua calon kandidat atau bahkan lebih.47
Tingkat partisipasi masyarakat desa Barugae memang tergolong sangat
rendah dimana data yang penulis dapatkan dari komisi pemilihan umum bahwa
jumlah masyarakat yang tidak datang memilih sebesar 899 pemilih dari 2,245
calon pemilih. Dari beberapa masyarakat yang datang memiih merupakan
masyrakat yang mayoritas telah menerima pemberian uang dari calon kandidat
maupun tim sukses sehingga mereka turut berpartisipasi dalam pilkada.
47 Edward Aspinall dan Mada Sukamajati, Politik Uang Di Indonesia (Patronase Dan
Klientalisme Pada Pemilu Legeslatif 2015). (Yogyakarta Polgov, Januari 2015), H.346-347
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Berdasarkan dari beberapa informan, Pemberian uang dan barang di desa Barugae
guna meningkatkan jumlah suara memang menurut dari beberapa informan yang
penulis wawancarai  dan dilakukan oleh para timsukses untuk meraup suara
sebesar mungkin. Pengaruh yang di timbulkan oleh Money Politics terhadap
partisipasi masyrakat Barugae memang sangat kuat bagi masyrakat yang
menerima pemberian dari tim sukses maupun kandidat, hal ini di disampaikan
oleh informan Abdul Wahid yang merupakan tim sukses dari kandidat no 1 yang
telah melakukan tindakan Money politics dan merupakan informan yang menurut
penulis bisa dijadikan sebagai informan kunci dalam melihat pengaruh pemberian
uang terhadap partisipasi masyrakat ;
“ memang sebelum hari pemilihan kita di kasih dana sama calon kandidat
untuk di bagi-bagi masyrakat yang berkompetensi untuk mendukung calon
kandidat ta dan masyarakat yang sudah terdaftar seperti teman-teman
keluarga dan anggota saya yang merupakan orang yang siap mendukung.
Waktu hari pemilihan saya memang sengaja datang kebeberapa TPS
untuk pantau apa datang ji atau tidak itu orang yang sudah saya kasih
uang dan memang bisa di bilang semua yang saya kasih uang datng tp
saya tidak tau siapa yang dia pilih .”48
Mengikuti pemilu memang bukan kewajiban yang harus di lakukan oleh
masyarakat untuk turut serta dalam pemilihan calon kepala daerah namun Money
Politics menjadi solusi bagi calon kandidat untuk membuat masayrakat merasa
berkewajiban dalam mengikuti partisipasi politik pada pilkada yang berlangsung.
Masyrakat akan merasa berkewajiban penuh untuk melakukan partisipasi politik
bila telah menerima pemberian dari calon kandidat hal ini disampaikan oleh
informan Muliyadi:
48 Abdul Wahid, (38 Thn). Pengusaha. Wawancara, Tanggal 28 Januari 2016, Pukul
20.00 Wita
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“ kalau ada yang memberikan kami uang atau barang kan tidak baik
untuk di tolak karena sempat dia tersinggung apalagi kalau orang dekat
kita, jadi jika kita sudah ambil itu uang yang dikasih calon kandidat atau
tim sukses supaya pilih dia pasti nanti jika hari pencoblosan pasti dia
mencari-cari kita di TPS untuk memastikan apa datang kita atau tidak.
jadi kalau kita  tidak datng jadinya tidak enak  sama sudah kasih uang
karena pasti prasangkanya dia mengganggap kita tidak bisa di percaya
dan hanya makan gaji buta” 49.
Dan selanjutnya disampaikan oleh informan yang penulis pilih sebagai
informan yang mewakili masyrakat yang berstatus sebagai ibu rumah tangga
karena informan memiliki jalinan kedekatan dengan bebrapa Hal serupa juga di
ungkapkan oleh informan Hasniah yang telah menerima pemberian uang dan
barang dari tim sukses:
“ kemarin waktu di kasih uang sama tim sukses no 5 sama dari tim sukses
no 2 juga untuk pilih dia jadi saya sama keluarga saya membagi dua
suara kami  sebagian untuk no 5 dan 2 supaya semua yang memberi  tetap
kami penuhi janji kami”.
pemberian uang, barang maupun kontrak kerja memang bisa dibilang hal
yang bisa membuat masyrakat di desa Barugae turut ikut dalam berpartisipasi
pada pilkada 2015. Pemberian merupakan hal yang bisa dirasakan secara langsung
dan nyata oleh pemilih sehingga mereka mau berpartisipasi dalam memilih calon
kandidat meskipun makna dari demokrasi menjadi semu akibat dari tindakan
masyrakat yang berpartisipasi karena didorong oleh pemberian dari calon
kandidat bukan lagi pemilihan calon kandidat berdasarkan dengan track record
dan kemampuanya dalam memajukan bangsa dan daerahnya,. Pertimbangan-
pertimbangan masyrakat dalam memilih pemimpin juga beralasan karena
pemimpin saat ini memang belum ada yang berkompeten dalam memimpin
49 Muliadi. (31 Thn),  Buruh. Wawancara Tgl 23 Januari 2016, Pukul 10.00 Wita.
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mereka cenderung lebih mementingkan diri sendiri dan kelompoknya saja
sehingga pemilih lebih bertindak pada alasan yang lebih rasional rasional
danditambah lagi beberapa faktor  yang mempengaruhi masyrakat barugae dalam
menerima Money politics.
Walaupun pengaruh dari Money Politics sangat kuat untuk membuat
masyarakat datang dan berpartisipasi pada pemilu tetapi kenyataan di lapangan
menunjjukkan partispasi masyrakat Barugae pada pilkada masih cenderung
rendah. Hal ini disebabkan oleh para calon kandidat dan tim sukses tidak begitu
saja dalam memberikan uang ke semua jumlah pemilih hal ini untuk menekan
pengeluaran dan memang memiliki jumlah target pada suatu daerah hal ini di
sampaikan oleh informan Andi Oddang :
“sebagai tim sukses kita tidak serta merta mengeluarkan uang sana sini
untuk dikasih kepada pemilih tampa ada batas maksimun  yang mau
dikasih. Memang desa barugae hanya kenalan yang sangat dekat yang
saya kasih uang karena saingan di desa Barugae sangat berat seperti pak
desa sama beberapa orang berada yang banyak anggotanya seperti pak
Wahid. Mereka memiliki banyak teman dan anggotanya jadi saya hanya
memanfaatkan jaringan keluarga dan teman dekat saja. memang hal ini
sudah saya informasikan ke pak kahar bahwa susah untuk memenagkan
suaranya di Barugae karena tim dari pak sukri merupakan orang-orang
yang berpengaruh”.50
Informan Abdul Wahid juga mengungkapkan penyebabkan tim sukses
melakukan pembatasan dalam pemberian uang di desa Barugae:
“jika semua di kasih itu uang masyarakat di seluruh kabupaten
Bulukumba berapa berapa biaya yang harus na kasih keluar calon
kandidat baru cukup maka dari itu ada target yang ingin dicapai seperti
berapa suara di daerah ini berapa di daerah yang satu. seperti misalkan
di daerahnya pak kahar atau kampungnya kemudian kita mau kalahkan ki
mungkin susah tapi ada target misalkan kita kita tidak tertinggal jauh dan
akan kita kalahkan di tempat lain lagi. Hal ini Sama juga ketika di desa
50 Andi Oddang. ( 31 Thn),  Petani, Wawancara, 28 Januari 2016, Pukul 15.00  Wita
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Barugae yang memang mayoritas disini memang tim suksesnya pak Tomi
yang kuat sepert pak desa yang dimana dia merupakan tim sukses pak
Tomi yang dikasih jalan untuk garap semua suara di taggentung sama
lahissoro melalui program akses perbaikan jalan melalui dana aspirasi
guna lebih menginkat masyrakat ketika pemilu.
Money Politics memang memberikan pengaruh dalam bentuk partisipasi
politik untuk melakukan pemilihan tetapi belum dalam memastikan apa calon
yang memberikan uang atau barang yang mendapatkan suara dari pemilih tersebut
sehingga tindakan Money Politcs hanya seperti sebuah perjudian dalam
mendapatkan suara dukungn dari masyrakat. Hal lain yang juga membuat Money
Politics tidak dilakukan secara besar-besaran hanya sebagian oran-orang
mendaptakan karena di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni;
1. Sikap ganda masyarakat dalam memilih.calon
Masyarakt sikap ganda yang penulis maksud adalah masyarakat yang
menerima semua pemberian dari calon-calon kandidat maupun tim sukses hal
tersebut diakibatkan masyarakat menganggap uang yang diterima merupakan
rezeki karena menolak rezeki sama halnya dengan menolak pemberian tuhan
disisi lain menolak pemberian calon kandidat bisa menyinggung perasaan anggota
tim sukses yang mendistribusikan sekaligus juga ingin mendapatkan uang lebih
dari beberapa kandidat hal ini disampaikan oleh informan Hasniah:
“kemarin waktu pemilihan ada ada 3 tim sukses yang datang  dirumah
memberikan sembako sama uang dan kartu nama juga tentunya yang mau
dipilih. Ketiga-tiganya saya disambut dengan baik tidak pernah ada yang
saya tolak untuk datang silahturahmi dirumah kalau maunya ji kasih kenal
calon kandidat yang mau na suruh ki pilih kenapa tidak. Masa mau diusir
apalagi mereka yang datang sebagi tim sukses itu bukan orang jauh
melainkan satu kampung jadi membuat kami merasa tidak enak untuk
mengusir dengan alasan ada mi yang saya pilih. Jadi semua yang ingin
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bertamu selalu saya persilahkan masuk di rumah untuk na cerita tujuanya
datang.”51
Hal yang hampir serupa juga di sampaikan oleh informan Irfandi
mengenai statusnya sebagai pendukung ganda yang menerima pemberian calon
kandidat yang setidaknya lebih dari 1 calon:
“kemarin memang ada yang bagi-bagi uang disini dari tim sukses calon
kandidat kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 orang tim sukses dari masing-
masing calon kandidat cuman saya hanya dapat dari dua kandidat saja
sekitar 70 dari dua orang tim sukses karena hanya itui yang dua saja saya
kenal tim suksesnya yakni pak desa ji sama Andi Oddang jadi dia ji yang
kasih ka uang untuk memilih tapi saya waktu itu yang yang menjadi
pilihan adalah no karena pemberiannya yang saya slalu saya terima.. Na
kasih ka yah ku ambil mi”.52
Hal serupa juga di ungkapkan oleh salah seorang informan Muhammad
Ramli yang merupakan pemilih pemula dimana informan baru pertama mengikuti
pemilhan umum:
“kemarin hanya ikut sama teman-teman yang mana menurut mereka
bagus untuk didukung, ada juga yang mengajak saya untuk pilih no 1 ada
yang no 5 karena katanya uang yang bisa didapat banyak, jadi saya sama
teman-teman membuat kelompok pendukung untuk hanya dapat uang
karena tim sukses suka kalau ada anak-anak muda yang berkelompok jadi
mereka merasa mudah untuk memperoleh suara banyak, padahal kami
hanya mencari uang tidak penting masalah siapa yang mau di
dukungkarena yang mana ada uang yang mereka kasih maka itu lagi di
dibantu seolah-olah di dukung, kemudian kalau ada lagi calon lain yang
kasih kita akan beralih lagi kedia jadi uang masuk dari kiri dan kanan
tapi biasanya kalau pemilim muda sedikit saja yang kasih biasa hanya 20
ribu atau 10 ribu saja itupun biasanya berbentuk pulsa bahkan biasa
rokok saja yah tapi lumayanlah dari pada tidak ada sama sekali yang
didapat. Jadi nanti kalau hari pemilihan kami datang juga untuk memilih
supaya orang yang pernah kasih saya uang bisa melihat saya datang
51 Hasnia. (32 thn). Ibu rumah tangga. Wawancara dilakukan pada tanggal tgl 01 februari
2016. Pukul 19.00 Wita
52 Muhammad Ramli. (24 Thn), Pemuda Pancasila. Wawancara dilakukan padaTgl 05
Februari 2016, Pukul 12.30 Wita
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untuk memilih sehingga ketika ada pemilihan saya bisa dapat lagi dari
mereka” 53
Pemilih ganda lebih cenderung banyak dilakukan oleh calon pemilih yang
belum lama berpartisipasi dalam pemilu dan memilikin tingkat pendidikan politik
yang rendah dimana keikutsertaan pemilih pada pilkada hanya untuk meraup uang
sebanyak mungkin dari calon kandidat tampa memilih satu dari calon yang
menjadi pilihannya untuk di pilih pada pemilihan umum.
2. Strategi Pemberian Yang Salah
Dalam memberikan barang dan jasa kepada pemilih, tim sukses atau
kandidat harus memperhatikan berbagi faktor yang bisa membuat masyrakat
merasa terikat dengan pemberian calon kandidat tersebut maupun timsukses,
sehingga masyarakat merasa wajib memilih calon kandidat yang memberikan
barang dan uang kepada mereka. Pemberian uang, barang maupun bantuan kerja
yang salah atau tidak sesuai dengan dengan kebutuhan yang diinginkan oleh
masyarakat justru hanya akan merugikan bagi calon kandidat karena masyrakat
hanya akan mengambil uang saja namun tidak memilih mereka jika ada kandidat
atau tim sukses yang lebih bisa memberi mereka sesuatu hal yang lebih penting
daripada uang dan mengharuskan mereka untuk memilih calon kandidat agar hal
yang dijanjikan atau disepakati dapat berjalan dengan sesuai rencana hal ini
seperti pada kasus perbaikan akses jalan utama dari dusun Taggentung dan
Lahissoro yang dimana masyrakat terikat dengan perjanjian kontrak kerja dengan
calon kandidat untuk memperoleh suara tertinggi di TPS pemungutan suara di
kedua dusun tersebut, hal ini d ungkapkan oleh informan Usman:
53 Ancu.( 17 Thn) Buruh, Wawancara,  Tgl 05 Februari 2016, Pukul 09.00 Wita
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“perbaikan jalan memang dari bantuannya pak Tomy ketika menjelang
mau pemilu. Dengan adanya pekerjaan jalan ini semua masyarakat di
Lahissoro memang juga di untungkan atas bantuan kerja dari pak Tomi
jadi dia saya pilih walaupun ada tim sukses juga yang masuk di kampung
untuk bagi-bagi uang tapi saya di ambil salaupun saya sudah tetap  pilih
pak Tomi karena jika sampai pak Tomi tidak menang suaranya di TPS
dusun kami maka dipastkai kandas lagi pekerjaan jalan bahkan bisa-bisa
tidak dilanjut sampainya ada lagi pemilihan seperti pada pemilihan tahun
2010 lalu.”.54
Hal serupa juga di ungkapkan oleh informan kabbah yang berdomisil di
dusun Taggentung yang juga mendapatkan perbaikan akses jalan utama dan
pembangunan jembatan:
“kalau di dusun Tagenttung pekerjaan jalan sama jembatan paling banyak
masyarakat senang karena kemudahan jalanan kalau kita hendak pergi
keluar tidak seperti dulu lagi dimana kita harus melingkar melewati kec.
Sinjai Borong kalau kita menaiki mobil, karena menggunakan motor saja
sulit melewatinya jalan utama apa lagi jika menggunakan mobil. Maka
dari itu juga kenapa banyak yang memilih pak tomi karena dia ada bukti
nyata untuk kami berbeda dengan calon lain hanya memberi uang saja
jadi saya ambil saja uangnya karena siapa mau tolak pemberian tapi
kalau di pilih belum dijamin, karena kita harus pilih pak Tomi supaya
tidak ada hambatan dalam pekerjaan jalan dan jembatan umum.”55
Tindakan Money Politics memang sering terjadi dalam bentuk dan strategi
pemberian yang berbeda-beda. Pemberian barang dan jasa melalui salauran yang
tepat dan kondisi yang pas akan memberikan dukungan suara yang pasti dari
masyarakat yang menerima bantuan dari calon kandidat namun sebaliknya
pemberian barang, uang dan jasa hanya akan sia-sia apa bila hanya di berikan
begitu saja tampa ada analisis tentang apa yang akan sangat dibutuhkan oleh
masyarakat yang melebihi dari sekedar pemberian uang dan sembako saja.
54 Usman, ( 36 thn), pembuat gula aren, Wawancara, tanggal 26 Januari 2016, Pukul
17.00.
55 Kabbah. (37 Thn), pembuat gula aren, Wawancara, tgl 22 Januari 2016, Pukul 09.15
Wita
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Keunggulan dari calon kandidat pasangan Sukri dan Tomi adalah pemberian yang
tepat pada kebutuhan pokok dari masyarakat Barugae seperti akses jalan irigasi
perairan dan jembatan utama yang berhasil di bangun guna menarik simpati
masyrakat untuk memilih mereka. Hal diatas sejalan dengan teori Strukturasi yang
dikemukakan oleh Giddens yang dimana prilaku internal agen atau pemilih
berdasarkan dengan kesadaran Motivasi yang dimana dapat mengarah pada
perilaku yang dapat memberikan keuntungan pada agen misalnya seperti
keuntungan ekonomi maupun keuntungan yang lainnya atas tindakan yang
dilakukannya.56
3. Tim Pemenagan/ Tim Sukses
Temuan di lapangan menunjukkan Semua bantuan calon legislatif di
terima, tetapi tidak secara pasti mendorong mereka memilih calon kandidat
bersangkutan pada pemilihan, proses panjang sosalisasi jauh sebelum pemilihan
tidak menjamin calon kandidat tersebut tidak tumbang di hari pemilihan.
Kesuksesan seorang calon kandidat ditentukan dengan bagaimana pola rekrutmen
tim sukses dan broker dan pola kerja dilapangan.57 Dalam meraup suara pada
pemilu, peranan tim pemenagan atu tim sukses meupakan sebuah sumber daya
yang sangat penting dalam meraup suara dengan berbagai pola strategi yang
digunakan demi mencapai kepentingan. Setiap kandidat memiliki kekuatan,
kualitas dan kuantitas tim sukses yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain
56 Harry Priyono , Anthony Giddens:Pengantar Teori Strukturasi. (Jakarta: Kepustakaan
Populer Gramedia2002).H 30
57 Edward Aspinall dan Mada Sukamajati, Politik Uang Di Indonesia (Patronase Dan
Klientalisme Pada Pemilu Legeslatif 2015). (Yogyakarta Polgov, Januari 2015), H.354
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dan antara di daerah satu dengan daerah lain. Hal ini membuat perolehan suara
baik tinggi atau rendah yang di raup oleh calon kandidat di setiap daerah
terkadang berbeda-beda.
Tim sukses yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat
merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh tim sukses guna
memudahkan dalam membentuk jalinan dan hubungan emosional dengan pemilih.
Strategi dan kemampuan untuk menciptakan keterikatan antara pemilih dan calon
kandidat melalui beberapa program yang bisa di bentuk salah satu seperti
perbaikan akses jalan. Dari strategi tim sukses yang paling dominan di desa
Brugae adalah tim sukses dari calon kandidat no 1, dimana tim sukses dari calon
kandidat merupakan kepala desa Barugae dan di ikuti oleh bebrapa orang yang
berpengaruh di Desa Barugae. Menurut beberapa informan yang penulis sempat
wawancarai. Masyarakat berpengaruh tersebut seperi pengusaha yang memiliki
beberapa pekerja atau buruh yang berhasil dan masyarakat yang memiliki
hubungan kekeluargaan yang luas di desa Barugae. hal ini juga di tuturkan oleh
informan Irsan.:
“kalau kemarin dari dari tim sukses yang paling saya kenal dan dekat
adalah bos saya yang merupakan orang yang sering saya angkut
barangnya seperti kayu dan barang-barang lainya. Kemarin sebelum
pemilu saya sering cerita-cerita sama dia dan beliau menyuruh saya untuk
mendukung no satu maka dari saya menyampaikan ke pak wahid kalau
soal itu perkara mudah saja yang penting tetap saya yang menjadi
langganannya untuk pengantaran barangnya. Kalau saya yang penting
bisa membantu bosku karena jika dia sukses maka adalah juga lebih-
lebihnya yang bisa ku dapat dari dia”58
58 Irsan . (26 Thn). Supir Truk, Wawancara, 28 Januari 2016, Pukul 08. 00 Wita
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Informan Abdul Wahid juga memaparkan tugasnya dan kapabilitasnya
sebagai tim sukses dari calon kandidat no 1:
“memang sebelum saya di percaya jadi tim sukses biasanya kalau
kandidat berpengalaman pasti dia akan pertimbangkan berbagai hal
seperti pengalaman seseorang calom tim sukses dalam merekrut suara,
pengaruhnya di masyrakat, dan kesetiaan. Makin besar pengaruh
seseoran di masyrakat maka makin banyak calon kandidat yang
mendekatinya untuk di jadikan tim sukses dalam menorganisir orang-
orang dekatnya untuk dukung mereka di pemilu nanti. Saya memang dari
pemilihan legeslatif sudah mendukung calon wakil bupati no 1 yaitu pak
Tomi karena memang dia orangnya bagus dan cepati akrab dan
lumayanlah keuntungan yang sudah saya dapat semenjak mendukungki
baik  waktu pileg maupun ini baru-baru pilkada.59
Pengaruh Kualitas dan strategi  tim sukses yang di anggap sangat penting
dalam menjalinkan ikatan antara pemilih dan calon kandidat juga di ungkap oleh
informan Indar yang merupakan keluarga dan orang dekat dari salah satu tim
sukses paling berpengaruh dalam pemenagan dan pembuatan strategi guna
meraup dan menjalin keterikatan antara pemilih dan calon kandidat no 1 yakni
kepala desa Barugae:
“Kalau pak desa jabal Nur merupakan tim suksesnya no 1 jadi kita setiap
ketemu sama beliau pasti di suruh untuk dukung no satu agar nanti kalau
ada seperti pembagian beras atau ada yang mau ditanda tangani sama
dia kita cepat direspon. Pak Desa juga orangnya tidak sombong  selalu
menyapa kami kalau ketemu ki dijalan dan memang pak desa dia akrab
dan dekat sama semua kalangan masyrakat baik itu kalangan yang
berjiwa islami kental sampai yang bisa di bilang islam ktp juga pak desa
akrab sehingga kalau ada yang dia sarankan untuk didukung dia bisa
masuk di berbagai kalangan tersebut karena memiliki modal kedekatan
yang dari dulu dia bagun sejak sebelum jadi desa sampai  sekarang.”60
59 59 Abdul Wahid, (38 Thn). Pengusaha. Wawancara, Tanggal 28 Januari 2016, Pukul
20.00 Wita
60 Indar. ( 42 Thn), Penjual Bahan Pokok, Wawancara, 01 Februari 2016, Pukul 10.45
Wita.
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Dari temuan yang ada, dapat dilihat bahwa Vote Buying adalah strategi
yang membutuhkan biaya tinggi tetapi tidak begitu efektif dalam mendulang
perolehan suara jika hanya mengandalkan pemberian uang semata tampa ada
strategi yang digunakan dalam menyalurkan dana tersebut sehingga sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pada dasarnya Money Politics adalah
kegiatan yang belum pasti akan menghasilkan dukungan yang tinggi tampa
memperhatiakan kekurangan seperti pemilihan suara yang tidak pasti, strategi
Money Politics yang salah dan SDM yang salah dalam menyalurkan Money
Politics seperti penentuan calon tim sukses yang tidak berkompeten dalam meraup
suara dan kurang memiliki jalinan emosional dengan para pemilih di desa
Barugae .
Tindakan Money Politics memang sangat berpengaruh terhadap partispasi
masyarakat barugae dalam ikut serta melakukan pemilihan bagi yang
menerimanya dan mampu meningkatkan jumlah dukungan jika di salurkan pada
tujuan dan kebutuhan masyrakat yang tepat sasaran dan dapat memenui kebutuhan
penting dari masyrakat dan jika sebaliknya maka dana yang dikeluarkan dalam
melakukan Vote Buying tidak akan sesuai dengan hasil yang diharapkan dari
jumlah dana yang dikeluarkan guna menarik suara masyrakat.
Sebuah kebiasaan yang buruk dari masyrakat desa Barugae jika
dipandang pada sisi demokrasi yang semestinya, namun berbading terbalik dari
pandangan masyrakat yang bertindak dari sisi kesadaran motivasi berbentuk
pilihan  rasional dimana masyrakat berpartisipasi karena adanya pemberian dari
calon kandidat walaupun pada dasarnya karena pendidikan masyrakat yang
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melakukan Money politics dan yang menerima pemberian tersebut masih sangat
rendah sehinggah mereka melakkan hal tersebut karena hanya melihat sisi rasional
yang didapatkan secara simple baik pelaku Money Politics mendapatkan
kekuaaan dan pemilih mendapatkan uang saja dan bantuan yang bisa langsung
mereka nikmati.
B. FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI MASYRAKAT  DESA
BARUGAE MENERIMA MONEY POLITICS.
Kegiatan Money Politics pada pemilu kini sudah menjadi fenomena yang
sering terjadi dimana Money Politics menjadi tolak ukur dari seorang kandidat
dalam meraih simpati dari msyarakat guna memenagkan pemilu, namun tidak
semua juga kandidat menmpuh jalur Money politics dalam memenagkan pemilu
walaupu dalam hal tersebut kemungkinannya sangat kecil, hal tersebut sebabkan
karena politik yang dipahami saat ini oleh masyarakat Barugae yang minim
terhadap pengetahuan dan arti dari politik itu sendiri justru hanya mengartikan
pemilu sebagai sesuatu hal yang mendatangkan keuntungkan bagi pemilih dan
yang dipilih bukan memandang pemilu sebagai jalur yang digunakan dalam
mengerakkan Indonesia kearah yang lebih baik. Pendidikan dan kebiasaan
masyarakat ketika menjadi pemilih maupun yang dipilih justru saling
menyempitkan pemikiran akan arti dari pemilu yang dimana kandidat hanya
mengfokuskan mengejar kekuasaan dari proses pemilu sedangkan pemilih yang
hanya menanti pemberian uang sebagai alat intervensi terhadap partisipasinya
dalam pemilu .
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Money Politics menjadi salah satu alat yang digunakan oleh calon kandidat
untuk mempengaruhi pilihan masyarakat Barugae dalam pemilu dan hal ini
memang menjadi strategi yang ampuh karena keterbukaan masyarakat Barugae
dalam menerima pemberian dalam bentuk apapun dari calon kandidat. Pengaruh
Money politics terhadap partisipasi politik masyarakt di Desa Barugae memang
disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya yaitu;
1.Kebiasaan dalam pemilu
Kebiasaan dari masyarakat yang menjadikan pemilu adalah sebuah kondisi
dimana mereka dan para elit politik saling berbagi dan bantu membantu dalam
mencapai kesepakatan bersama dari keuntungan yang sama-sama pula mereka
dapatkan. Situasi ini telah mendasar lama dalam sistem pola pikir masyarakat
ketika terjadi pemilu dan hal tersedut diwariskan pada jaman sekarang. Akibatnya
situasi korupsi yang telah menjadi kultur budaya, inilah yang menyebabkan
Money Politics kini dilakukan secara terang-terangan. Pengaruh kondisi yang
demikian menyebabkan adanya pandangan bahwa money politics adalah given
atau menjadi way of life dalam system masyarakat.61
Money Politics bukan lagi suatu hal baru di desa Barugae namun
masyarakat Barugae lebih memahami Money Politics jika di artikan dalam bentuk
pemberian uang dan barang yang dilakukan oleh calon kandidat atau tim sukses
untuk meminta suara mereka pada saat pemilu. Kegiatan Money Politics memang
sudah terjadi dari beberapa pemilu sebelumnya baik pemilihan desa, pemilihan
legislative,  pemilihan gubernur, pemilihan presiden dan pemilihan yang baru-
61 Indra Ismawan. Money politik (pengaruh uang dalam pemilu). (Yogyakarta : Media
Pressindo).. 1999
63
baru ini yaitu pemilihan bupati, dan budaya balas jasa menjadikan Money Politics
sangat manjur untuk dilakukan. Hal ini telah menjadikan budaya masyarakat
dalam melakukan Money Politics semakin kuat, mendalam dan masyrakat tidak
lagi tertutup untuk menerima Money Politics dari calon kandidat karena
beranggapan bahwa inilah pemilu dimana suara mereka di jadikan barang
dagangan hal ini seperti yang disampaikan oleh informan ibu Irmawati dalam
wawancara penulis dengan informan;
“Memang kalau ada pemilu pasti banyak uang lagi yang mau dibagi-bagi
dan itu sudah dari dulu terjadi mulai dari pemilihan desa, gubernur
bahkan presiden pun pasti ada. Kita biasanya ditawari untuk mengdukung
mereka dengan imbalan seperti uang, barang dan lain-lain yang lumayan
menguntunggkan untuk kita dan tidak mungkin kami untuk menolak kalau
ada yang memberi tapi kita juga harus mengerti juga ketika sudah
dibantu maka kita haruslah usahaka membantu mereka juga ketika nanti
kalau hari pencoblosan .”62
Hal serupa juga di ungkapakan oleh informan ibu Indar yang telah lama
ikut berpartisipasi dalam proses pemilu dan sudah sering dan terbiasa
mendapatkan barang maupun uang dari calon kandidat dan tim sukses.
“ketika mau memasuki masa pemilu yang paling dinanti-nanti adalah
bagi-bagi uang karena setiap ada pemilu pasti ada yang bagi-bagi uang
dan memang ini sudah telah terjadi dari dulu pasti ada uang  yang dikasih
ke kami supaya kita mau dukung mereka nanti kalau mau hari
pencoblosan. Saya kemarin sempat dapat juga uang  dari dua kandidat
jadi saya suruh anak saya coblos yang no 1 dan saya coblos no 2 supaya
adil .”63
Saling memberi dan tidak boleh menolak. Begitulah ungkapan yang telah
melekat dalam diri masyarakat Barugae. Uang dan segala bentuk Money Politics
dari peserta pemilu dianggap sebagai rezeki bagi masyarakat yang tidak boleh
62 Irmawati. (39 Thn), PNS,  Wawancara,Tgl 02 februari 2016, Pukul 09. 30.WITA.
63 Indar. (42), Penjual Bahan Pokok, Wawancara, 01 Februari 2016. Pukul 10 45. WITA.
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ditolak dan karena sudah diberi otomatis masyrakat juga harus member sesuatu
pula yaitu dengan memilih, bahkan ikut menyukseskan Money Politics demi
memenagkan peserta pemilu tersebut sebagai ungkapan terima kasih terhadap
uang yang diberi oleh peserta pemilu. Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya
bersifat benar dan baik, telah melengceng dan disalah artikan oleh masyarakat.
Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk satu kecurangan.
Masyarakat yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk
bagi para kandidat dalam melakukan Money Politics tampa di curigai hal ini di
ungakapkan oleh informan Sanudding yang berstatus tim sukses dari salah satu
calon kandidat.
“memang masyarakt di pedesaan sangat terbuka kalau mau dikasih uang
mereka jarang menolak dan enaknya lagi masyarakat di pedesaan seperti
dusun Tagenttung masyarakatnya sangat terbuka dan cenderung
membebaskan kegiatan politik uang dan pemberian barang dan uang
yang dikasih sama mereka itu lebih tidak sia-sia karena mereka
sistemnya kalau ada kasih ki uang yah harus dipilih ka mereka masih
menjunjung tinggi nilai-nilai saling membantu seperti saya bantu
masalah keuanga mereka dan mereka nanti membantu saya untuk
mendukung calon saya yang kusarankan kecuali mungkin ada lagi biasa
yang kasih mereka diatasnyamaka itu  yang jadi masalah .”64
Pengaruh kebudayaan masyarakat terutama yang berdomisili di daerah
terpencil seperti Dusun Taggentung merupakan salah satu faktor mudahnya
Money Politics masuk dan mempengaruhi partisipasi masyarakat Barugae dalam
menentukan pilihannya dalam pemilu. Budaya masyarakat Barugae yang
cenderung lebih memudahkan pelaku politik dalam meraup suara dengan
melakukan pemberian barang dan uang  memang sangat untuk dihapuskan karena
64 Sanudding. (41 Thn), Pengusaha, Wawancara Tgl 03 Februari 2016, Pukul 14 00
WITA.
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hal ini selalu saja terjadi dalam setiap pemilu dan masyrakat juga merasa tidak
masalah dengan hal tersebut.
2. Pengaruh Ekonomi
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampua untuk
memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,
pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan
dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksakan menekan sebagian
masyarakat untuk segera mendapatkan uang, Money Politics pun menjadi ajang
para rakyat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang tampa memikirkan
konsekuensi yang akan diterima yaitu tindakan jual beli suara merupakan tindakan
pelanggaran hokum. Yang terpenting bagi masyarakat adalah bahwa mereka
mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Mayoritas masyarakat desa Barugae merupakan masyrakat kelas ekonomi
menegah kebawah dimana kebanyakan dari masyarakat tidak memiliki
penghasilan yang tetap dalam sebulanya dan berprofesi sebagai petani dan
peternak. Faktor ekonomi merupakan landasan bagi masyarakat untuk turut
menerima Money Politics yang ditawarkan oleh calon kandidat hal ini sejalan
dengan teori prilaku dalam pendekatan rasional dimana dalam konteks pendekatan
rasional, pemilih akan memilih jika ia merasa ada timbal balik yang akan
diterimanya. Ketika pemilih merasa tidak mendapatkan faedah dengan memilih
kandidat yang sedang bertanding, ia tidak akan mengikuti dan melakukan pilihan
pada proses Pemilu hal tersebut seperti yang disampaikan dalam berita tribun
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timur news yang memberitakan bahwa  Hal ini juga sejalan dengan prinsip
ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon
bupati dan wakil bupati akan melakukan berbagai promosi dan kampanye yang
bertujuan untuk menarik simpati dan keinginian masyarakat untuk memilih
dirinya pada pilkada.
Alasan ekonomi memang menjadi salah satu faktor paling utama
masyarakat Barugae sehingga menerima pemberian calon kandidat dengan
bersedia memberikan dukungan suara pada pemilu nanti hal ini disampaikan oleh
informan Jamalluddin;
“sebelum pemilu saya diberi uang sebanyak 200 ribu oleh tim sukses dari
no 5 dan meminta saya dan keluara saya untuk memilih calon kandidat no
5. Bagi kami masyarakat miskin uang dengan jumlah seperti itu sangat
besar dan berarti untuk menambahkan pemasukan dan uang belanja kami
sehari-hari .”65
Hal serupa juga diungkapkan oleh informan ibu Hasniah yang merupakan
seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak dan dimana penghasilan keluarga
mereka tidak menetap karena suami informan yang sekaligus merupakan tulang
punggung keluarga  hanya berprofesi sebagai sebagai supir angkutan umum:
“kami jika ada yang mau member baik itu berupa uang, barang dan lain-
lain pun  dan dari siapa pun baik dia itu anggota legislative, pemerintah
masyarakat dan tim sukses maka kami akan terima karena saying untuk
ditolak karena ini pemberian yang bisa membantu kami untuk memenuhi
kebuthan sehari misalkan uangnya bisa dipake beli barang dapur seperti
garam, beras, minyak goreng dan banyak lagi. Jadi biasanya uang yang
dikasih ke kami itu supaya kita siap untuk dukungki nanti pada pemilihan
mi.”66
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Beberapa dari informan yang penulis wawancara mengenai  faktor
ekonomi merupakan pengaruh sehingga mereka menerima Money Politics lebih
banyak ketimbang dengan faktor-faktor pengaruh lainya, hal tersebut dipengaruhi
oleh strata ekonomi masyarakat desa Barugae yang memang mayoritas masyrakat
dengan tingkat ekonomi prasejahtera 3. Lemahnya ekonomi masyarakt memang
sering memaksa masyarakt melakukan berbagai hal baik itu merupakan tindakan
yang benar maupun yang melanggar hukum hal ini menjadikan masyarakat
menjadi tidak sepenuhnya menjalankan partisipasi pemilu dengan demokrasi
melainkan adanya faktor yang mendorong dengan keterpaksaan dalam ikut serta.
3. Pendidikan Poltik Yang Rendah
Tidak semua orang tau apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa
yang ditimbulkan dari politik, hal itu semua bias disebabkan karena kurangnya
pembelajaran tentang poitik disekolah-sekolah secara mendalam atau masyarakat
sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia sehingga ketika ada pesta
politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu.
Tidak mengenal partai, tidak masalah tidak mengetahui calon kepala daerah tidak
masalah bahkan tidak datang ke pemlihan umum sekalipun juga tidak menjadi
masalah. Kegiatan Money Politics memang sering mewarnai setiap pemiliu di
Desa Barugae hal ini membuat pemilu tidak berjalan sesuai dengan arti
demokrasi masyarakat dalam memilih pemimpin melainkan adanya dorongan-
dorongan dari pihak calon untuk memilih mereka dengan berbagai imbalan
sebagai gantinya dan masyarakat yang mudah terlena akan keuntungan sesaat
membuat. Hal ini disampaikan oleh informan Rahmatia yang dimana dirinya
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merasa diuntungkan dengan adanya pemberian uang tampa pernah ambil pusing
bahkan mimikirkan dampak dari kegiatan Money Politics yang dilakukan oleh
calon kandidat;
“kalau ada yang kasih maka saya akan ambil karena kapan lagi kita bisa
dapat uang Cuma-Cuma hanya modal jalan saja pergi coblos kemudian
pulang itupun nda lama ji palingan 10 menitlah. Seperti kemarin saya
dikasih uang 50 ribu untuk uang jalan yang katanya agar saya mau pergi
memilih calon kandidat yang kasih saya uang dan mereka bilang jika
kalau kandidat ini menang maka nanti kami yang sudah pilihki dapat ki
lagi uang tambahan tapi setelah tunggu-tunggu pas sudah pemilihan ka
menang ji na tidak ada pi uangnya datang tapi itu mi yang dibilang janji
palsu politik.”67
Pemahaman masyrakat akan pentingnya pemilu yang bersih guna
mendapatkan calon pemimpin yang betul-betul memiliki jiwa kepemimpinan
memang masihlah sangat rendah dan hal ini membuat masyarakat memilih bukan
lagi karna merasa pemilu merupakan kewajiban masyarakat untuk turut
berpartisipasi  didalamnya melainkan mereka baru merasa wajib memilih ketika
mereka mendapatkan pemberian dari tim sukses maupun calon kandidat, hal ini
seperti yang dikemukakan oleh informan Muliadi sebagai berikut:
“ kemarin waktu pemilu saya sempat tidak niat mau ikut karena saya
merasa malas  dan rencana ingin berangkat ke bone untuk melanjutkan
pekerjaan disana tapi sebelum saya pergi ke bone ada tim sukses yang
datang kasih uang ke saya yah jadi terpaksa ka ikut pergi memilih dulu
padahal rencana mau berangkat ke bone itu sebelum pemilihan. Saya
merasa malas untuk ikut pemilu karena walaupun saya ikut atau tidak
akan tetap tidak ada pengaruhnya suaraku justru hanya mendapat capek
saja, ada bagusnya kalau ada yang bisa didapat dari merek karena orang
yang mau kita dukung adalah orang yang tidak terlalu kita kenal mau jadi
bupati enak-enak baru kita hanya dapat capek-capek saja pergi antri
untuk dukung mereka kecuali anak saya atau keluargaku yang maju nda
67 Rahmatia. (31 Thn),  Pedagang. Wawancara Tgl 23 Januari 2016, Pukul 10.00 Wita.
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apa-apa pergi didukung karena kalau dia menang pasti enak juga jadi
keluarga bupati”68
Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya Money Politics. masyarakat
yang acuh terhadap  pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta
pemilu dan jika tidak mendapatkan pemberian uang maupun barang dari calon
kandidat lebih cenderung tidak ikut dalam partisipasi (Golput). Masyarakat yang
berada pada strata ekonomi lemah lebih cenderung juga memiliki pendidikan
politik yang minim dan hal tersebut makin memperparah arti dari demokrasi
karena mereka merasa segala sesuatu itu penting untuk dikerjakan apabila
menghasilkan dan begitupun sebaliknya jika tidak menghasilkan maka tidaklah
penting bagi mereka skalipun hal tersebut adalah pemiliu, maka mereka lebih baik
tidak berpartisipasi (Golput) hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan
oleh informan Kabbah yaitu:
“bagi saya masalah pemilu tergantung kalau ada kesempatan yah pergi
tapi kalau tidak ada mau diapa karena kita juga banyak pekerjaan
walaupun tanggal merah kita tetap kerja juga biar hari minggu kerja juga
berbeda dengan para pegawai karena mereka memang  yang malas kalau
tidak mau pergi memilih. tapi kalau ada uangnya yang mau dicoblos kita
kan jadi semangat pergi macoblos.”69
Masyarakat Barugae merasa Politik uang pun tidak masalah lagi bagi
mereka. Mereka tidak berfikiran jauh kedepan mengenai dampak yang di
timbulkan oleh Money Politics bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan
ditarik kembali oleh calon kandidat ketika mereka terpilh nanti menjadi Bupati.
Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya merugikan
68 Muliadi. (31 Thn),  Buruh. Wawancara Tgl 23 Januari 2016, Pukul 10.00 Wita.
69 Kabbah. (37 Thn), Pembuat Gula Aren, Wawancara, Tgl 22 Januari 2016, Pukul
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diri mereka sendiri kedepanya dimana mereka menyerahkan kursi kepemimpinan
pada mereka yang tidak tepat dan berpengalaman dalam memimpin. Masyarakat
harus menyadari bahwa suaranya penting, sebab dari situlah seorang pemimpin
akan terpilih dan selanjutnya mewakili dan menjadi pemimpin untuk
memperjuangkan nasib rakyat. Sekali mereka salah pilih maka dampaknya akan
sangat panjang dan tidak mudah untuk menggantinya di tengah jalan. Oleh karena
itu masyarakat harus berpikir matang dalam memilih. Bagi masyarakat pemilih
yang sudah matang, mereka akan melihat kepada track record (rekam jejaknya),
asal organisasinya serta kemampuan calon pemimpinnya. Masyarakat akan cerdas
dalam memilih dan mengangkat wakil rakyat dan pemimpinnya, dengan melihat
kepada kemampuannya, sikap amanah dan kejujurannya, moralitasnya,
integritasnya dan sebagainya, supaya terjamin bahwa mereka yang terpilih benar-
benar orang yang terbaik dan mampu menjalankan tugas publik yang
dipercayakan kepadanya.
4. Kepercayaan terhadap calon pemimpin
Pada zaman sekarang memang sangat sulit menemukan calon pemimpin
yang betul-betul maju untuk membangun daerahnya dan mensejahterakan seluruh
masyarakatnya melainkan pemimpin yang hanya ingin mengejar kekuasaan dan
mencapai ambisi mereka dalam mensejahterakan diri mereka dengan kelompok-
kelompok tertentu saja tampa mempedulikan kepentingan mayoritas dari
masyarakat. Para calon kandidat terkadang hanya melakukan pencitraan guna
meraup simpati masyarakat ketika pemilu dan akan berubah setelah mereka duduk
dan menjabat sebagai pemimpin, Sejalan dengan Teori kekuasaan yang
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dikemukankan oleh Niccolo Machiavelli bahwa para para penguasa dan yang
ingin berkuasa hanya perlu melakukan pencitraan agar masyarakat merasa bahwa
pemimpin atau calon pemimpin adalah sosok yang bisa mengayomi mereka
terlepas dari apakah nanti itu bisa di wujudkan dan tidak itu menjadi masalah no 2
yang terpenting saat ini adalah bahwa masyarakat menilai mereka secara instan
dari karekter mereka sebelum memilih mereka.
Ketidak percaya masyarakat di Desa Barugae akan pemimpin juga
merupakan salah satu faktor yang menjadikan masyarakat lebih mudah terjerumus
dalam Money Politics hal ini disebabkan karena Masyarakat hanya pergi
memilih jika ada keuntungan yang didapatkan bukan lagi karena merasa bahwa
sosok calon kandidat tersebut memang cocok menjadi pemimpin di Kabupaten
Bulukumba. Seperti yang di sampaikan oleh sebuah media massa online yang
menjadi media pilkada bulukumba yaitu tribun timur news  yang mengatakan
bahwa seorang warga asal Desa Borong Tellu Kecamatan Gantarang
menyampaiakan baru akan datang jika dapat uang dari calon bupati alasanya
adalah karena merasa jenuh dengan pilkada yang hanya mencari kekuasaan dan
kelompoknya saja dan tidak sebanding yang diperjuangkan ke warga makanya
warga atas nama Elsa Salsabila akan datang memilih jika ada serangan fajar
saja.70. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan oleh informan Irsan mengenai
partisipasinya yang cenderung apatis terhadap pemilu karena disebabkan oleh
kepercayaannya terhadapa pemerintah.:
70 Laporan Haian Tribun Timur, 02 July 2016.
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“ kalau pemilu kemari hanya menjadi tempat mereka para orang-orang
kaya, pengusaha besar dan orang mampu untuk berlomba dapatkan kursi
bupati sehingga ketika merka sudah terpilih menjadi bupati maka akan
mudah dalam membantu semua keluargan mereka baik untuk jadi
pegawai maupun untuk menduduki jabatan penting. Itu dari dulu memang
sudah terjadi jika ada yang terpilih menjadi bupati maka pasti rata-rata
orang dekat mereka semua akan mendapakant jabatan bagus dan banyak
yang akan jadi PNS seperti dulu ketika pak Sukri yang jadi bupati bisa di
katakan bahwa keluarganya sama orang-orang dekatnya rata-rata mudah
dalam menjadi PNS jadi kepala sekolah jadi kepala dinas dan jabatan-
jabatan yang bagu dan. bagi tim suksesnya mereka biasa menjadi kepala
jika ada proyek yang mau dijalankan namun ketika pemilu 2010 di ganti
lagi oleh bupati baru pak Sanudding kemudian hampir mayoritas
langsung ditukar lagi oleh orang-orang dekat pak Sanudding dan setelah
pak Sukri menang lagi pada pilkada menjadi tanda ini keluarga mereka
lagi merdeka karena menjadi lagi yang berkuasa. Ketika sudah menjabat
menjadi bupati maka mereka biasanya bukan rakyat yang menjadi
prioritas utama dulu yang di sejahtrakan melainkan sudah pasti
keluarganya dulu baru orang-orang dekatnya dan masalah rakyat itu di
belakang, apalagi daerah dimana mereka tidak memiliki suara yang
unggul maka jangan harap unuk mau cepat mendapat bantu mungkin
palingan yang dia  bilang mereka yang kamu dukunglah yang kamu
mintaki.”71
hal serupa juga di ungkapkan oleh informan Jamaludding mengenai
kepercayaan terhadap pemimpin yang nantinya kan menjabat ketika terpilih.
“saya pilih waktu pemilu itu hanya karena di kasih kenal sama tim sukses
calon kandidat no 2 yaitu H. Sule, karena memang waktu itu yang saya
pilih adalah calon no 2 karena ada uang yang dia kasih ke saya kemudian
memang kedekatan antara saya sama H Sule yang membuat saya ikut pilih
no 2 bukan karena Haji Askar  ka dia saja tidak saya kenal dan walaupun
nanti itu naik jadi bupati tetap saja mereka tidak peduli sama rakyat kecil
seperti saya. Justru saya merasa jauh lebih perhatian tetangga saya dari
pemerintah mau yang dulu sama yang sekarang juga sama  dimana
mereka terdengar kabarnya ketika mau lagi pemilu.72
Sosok calon pemimpin yang kini maju untuk menjadi bupati di anggap
masyarakat Desa Barugae belum memiliki peranan penting dalam memberikan
71 Irsan. ( 25 Thn), Supir Truk. Wawancara, Tgl 28 Januari 2016, Pukul 08.00. Wita.
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bantuan yang layak untuk mereka, hal ini bisa jadi di akibatkan oleh faktor
penilain masyarakat yang memang merasa dari dulu mereka merasa di abaikan
oleh pemerintah baik itu dari tinggkatan desa maupun tingkatan yang lebih diatas
sehingga dari sikap tersebut tumbuh rasa ketidak percayaan mereka lagi pada
sosok pemimpin meskipun ia memiliki visi misi yang luar bisa mengenai
bagaimana cara untuk membangun daerah kedepan. Masyrakat sudah terlanjur
memberikan label kepada para pemimpin bahwa ketika mereka menjabat maka
mereka akan lupa semua yang menjadi visi misi mereka kedepan untuk
membangun bangsa justru kenyataan yang mereka lihat bahwa pemimpin ketika
sudah terpilih mereka justru disibukkan dengan bagaimana cara menjadikan
kelompok-mereka lebih maju dan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan
mereka sehingga mereka bisa berkuasa lagi.
Money Politics menjadi solusi bagi para calon kandidat untuk meraih
simpati masyarakat yang tidak lagi percaya akan pemerintah, mereka melakukan
transaksi politik dengan kesepakatan yang simple dimana mereka harus memilh
calon yang memberikan mereka keuntungan dan hal tersebut dianggap oleh
masyarakat yang apatis sebagai sebuah keuntungan yang dimana hal tersebut bisa
langsung dirasakan oleh mereka di bandingkan harus menunggu perhatian
pemerintah yang tidak kungjung pasti, hal ini disampaikan oleh informan
Muhammad Ramli yang merupakan pemilih pemula dari dusun Taggentung;
“kemarin Saya baru ikut pemilu sebelum pemilihan saya menyampaikan
kepada teman-teman saya dimana bagi saya yang penting ada uangnya
saya ikut  sama dia dan tidak penting siapa orangnya karena menurut
saya sama saja itu kalau terpilih nantinya pasti diri mereka saja yang
lebih  urus bukan kita makanya harus didapat memang uangnya supaya
ada juga dirasa untung dari dia sama kita yaitu kita mendapatkan uang
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walaupun tidak seberapa dari pada nda ada sama sekali kalau pemerintah
di tunggu kayak tahun kemarin katanya mau di perbaiki jalan semua di
dusun tagenttung tapi belum sampai sekarang malah kampungya saja
yang saya dengar dia kasih bagus sekali seolah-olah dirasa hanya disana
saja Bulukumba tetapi disini bukan Bulukumba sehingga tidak mendapat
perhatian.”73
Hal serupa juga di ungakapkan oleh informan Andi Oddang yang
merupakan salah satu tim sukses H. Askar mengenai kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah:
“biasanya itu ketika kita di masyarakat sebagai tim sukses bukan mereka
bertanya tentang siapa calon siapa wakil orang mana siapa anak dan
hebat ji oini orangnya yang di bahas sama masyrakat tapi kita lebih bahas
apa yang bisa kita kepada mereka agar kita bisa mendapatkan perhatian
dari mereka kalau orang-orang dikampung baru memang meeka juga
tidak terlalu mempertanyakan tentang masalah identitasnya ini calon
kandidat justru itu yang biasa mereka Tanyakan apa kerjaan mereka
sehingga mau maju jadi calon bupati juga. Karena memang masyrakat
pedesaan tidak terlalu kritis masalah status-statusnya berbeda kalau di
kota-kota rata-rata mereka pemilih cerdas lebih berpendidikan dan lebih
banyak tau tentang permasalahan politik dan kritis lagi biasanya kalau
ada mau napilih.”74
Dari data wawancara beberapa informan di atas menunjukkan bahwa teori
partisipasi politik yang di kemukakan oleh Peige sejalan dengan data yang penulis
temukan di lapangan dimana tinggi rendahnya kesadaran politik masyarakat dan
kepercayaan masyarakat pemerintah memang menjadi kunci tinggi dan rendahnya
partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu maka dari itu demi menarik minat
dan memkasa masyarat untuk turut berpartisipasi para calon kandidat menjadikan
money politics sebagai alat untuk mengait simpati masyarakat pada mereka dan
73 Muhammad Ramli. (24 thn), Pengangguran,Wawancara, tanggal 05 Februari 2016,
Pukul 12.30.Wita.
74 Andi Oddang. ( 31 Thn),  Petani, Wawancara, 28 Januari 2016, Pukul 15.00  Wita.
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hal ini menjadi moment tepat bagi mereka yang memiliki modal kuat utnuk
bersaing merebut suara masyarakat apatis tersebut.
5. Kesepakatan kerja
Money Politics yang identik dengan pemberian keuntugan kepada pemilih
guna mendapatkan suara. Bukan hanya dalam bentuk barang atau uang cash saja,
melainkan kandidat juga menggunakan patronase berbentuk dana aspirasi seperti
perbaikan jalan dan perbaikan saluran perairan dan hal lain di beberapa dusun
yang dimana hal tersebut biasa dilakukan oleh anggota legislatif atau aparat
pemerintah. Melalui dana aspirasi ini jelas telah menargetkan kelompok pemilih
yang akan menerima dana aspirasi mereka. Selain itu, jelas pula bahwa mereka
juga membangun tim kampanye menggunakan dana aspirasi. Tidak jarang para
kandidat menjanjikan tokoh masyarakat yang mendukung di tim kandidat untuk
dapat mengakses dana aspirasi. Akses mereka yang berkelanjutan terhadap dana
aspirasi dengan smua keuntungan ekonomi dengan tingkat prestice yang mereka
bawa, pada giliranya juga akan membantu mengikat para broker kepada
kandidat75.
Desa barugae merupakan daerah yang tingkat pembangunan daerah
tergolong lambat di beberapa titik wilayah di mana dari hasil pengamatan penulis
pembangunan dari segi akses jalan masih banyak yang belum mendapatkan
perhatian pemerintah, daerah-daerah yang masih memiliki akses jalan yang sulit
seperti dusun Tagenttung ,Lahissoro dan Padangagan menjadikan masyarakat
kesulitan dalam menjalankan aktifitasnya karena jalur utama sangat sulit dan
75 Edward aspinall dan Mada sukamajati, Politik uang di Indonesia (Yogyakarta: Polgov
januari 2015). H 192
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susah untuk dilewati dan hal tersebut membuat pembangunan di daerah tersebut
menjadi sangat lambat atau terhambat. Hal ini menjadi celah bagi calon kandidat
dalam mengambil simpati masyrakat dimana calon kandidat bisa hadir jalan
penegah dalam membantu masyarakat untuk memperbaiki beberapa kendala akses
jalan di daerah tersebut dengan imbalan mereka harus memberikan suaranya ke
calon kandidat tersebut pada memilihan
Kesepakatan kerja dalam bentuk perbaikan jalan ini ditangani oleh para
tim sukses dari calon kandidat yang akan bersosialisasi kepada masyrakat yang
berada pada daerah yang akan dilakukan perbaikan jalan guna menjalin
kesepakatan kerja untuk memperbaiki beberapa akses jalan dan perbaikan-
perbaikan lainya dengan persyaratan mereka wajib untuk memberikan suara
mereka dalam pemilu nanti. Seperti halnya yang dilakukan oleh calon kandidat no
1 yang tim suksesnya merupakan kepala desa Barugae yang menjabat, calonkan
kandidat meminta kepada kepala desa untuk menyampaikan kepada masyarakat
yang daerahnya ingin mendapatkan perbaikan agar bersatu untuk memilihnya dan
mereka akan segera mendapatkan perbaikan jalan utama di dusun mereka. Hal ini
seperti yang di sampaikan oleh informan Abdul Kahar :
“Dulu sebelumnya pemilu pak desa sempat datang ke warga di sini untuk
membahas bahwa mau diadakan pekerjaan jalan utama di dusun
Lahissoro, dari pernyataan pak desa bahwa jalan mau di kerja melalui
pak Tomi calon kandidat  karena hanya dia saja yang bisa cairkan uang
perbaikan jalan dengan itu kita juga harus mengerti dengan bantuan yang
diberiakan maka kita juga harus membantu pak Tomi dalam
memenangkanya tapi walaupun sebenarnya bukan karena saya merasa
dia sosok pemimpin yang baik bagi saya melainkan supaya bisa jadi jalan
utama di taggentung saja karena perjanjian pekerjaan jalanya itu di
kerjakan sebagian sebelum pemilu kemudian akan dilanjut setelah pemilu
lagi makanya kami sebagai warga dusun Taggentung wajib untuk pilih dia
karena jika sampai suaranya kurang maka pekerjaan jalan bisa tidak
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selesai lagi tapi untunglah sesudah perhitungan suara no 1 unggul dan itu
artinya sisa menunggu janji pekerjaan jalan . 76
Hal serupa juga di ungkapkan oleh informan Usman yang mendapatkan di
mana daerahnya mendapatkan perbaikan akses jalan dan perbaikan irigasi
perairan.
“waktu itu pak desa sempat mengikuti sholat jumat di mesjid Lahissoro
kemudian setelah selesai sholat jumat kami di suruh dulu kumpul utntuk
mendengar yang mau dia sampaikan yaitu akan diadakan perbaikan jalan
sama irigasi perairan seceatnya karena jalan utama sudah rusak parah
dan perlu dilakukan perbaikan agar bagus dilewati, stelah menyampaikan
hal yang ingin dikerjakan pak desa kemudian menyampaikan kesiapan
dari kandidat no 1 dalam melakukan pengajuan dana perbaikan jalan di
desa Barugae akan beliau usahakan secepatnya dengan inti persyaratan
yaitu kesiapan masyrakat lahissoro dalam mendukung calon kandidat no
1dan setelah pilkada dan kandidat no 1 menang maka tidak berselang
lama kemudian dilanjutkan pekerjaan jalan dan irigasi ”77
pemberian dana aspirasi sebagai bentuk patronase dengan tehnik dua kali
pencairan  memang sangat manjur dalam mengikat suara masyarakat agar dapat
menekan terjadinya penghianatan pemilih yang telah di berikan keuntungan dan
pengeluaran anggaran pribadi juga bisa ditekan karena menggunakan dana
pembangunan yang memang sebenarnya di peruntukkan utnuk pembanguan.
Selain perbaikan jalan ada juga beberapa fasilitas seperti penerangan lampu jalan
kebebrapa warga seperti yang disampaikan oleh informan Abdul Wahid yang
memiliki beberapa kenderaan umum dan merasa penerangan merupakan salah
satu kebutuhannya untuk membuat kenderaanya menjadi lebih aman:
76 Abdul Kahar. (29 thn), Mekanik Motor, Wawancara, Tgl 02 Februari 2016, Pukul
11.23.Wita
77 Usman. (36 Thn), Pembuat Gula Aren. Wawancara, Tanggal 26 Januari 2016, Pukul
17.00 Wita
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“kemarin waktu pemilihan saya di janji sama pak Tomi yang memang
sudah pernah datang kerumah dan bertemu langsung dengan dia, pak
Tomi kemarin menjanjikan saya untuk di pasangkan lampu jalan di tiang
lisrik depan rumah saya kalau mauka dukung ki dan saya na kasih
spanduk besar berupa gambarnya sama pak Sukri jadi saya pasang d
rumah saya sama dekat tempat mobil ku juga satu supaya itu jadi bukti
kalau saya ini pendukungnya dan kemarin setelah menang ki pak Tomi
yah nda lama ada mi juga anggotanya pergi ma pasang lampu jalan di
depan rumahku”78
pemberian memang tidak perlu harus selalu berupa uang dan barang
walaupun uang dan barang merupakan hal umum yang biasa di berikan oleh para
calon kandidiat dan timsukses kepada masyarakat karena di pandang lebih simple
dan mudah, namun pemberian yang pas mengenai pada kebutuhan yang di
perlukan oleh masyrakat itu lebih bisa membuat masyrakat lebih tertarik untuk
mendukung para calon kandidat karena merasa hal tersebut memang betul-betul
yang menjadi kebutuhan mereka selama ini namun sangat sulit untuk di wujudkan
karena harus melalui akses pemerintah. Dari wawancara penulis dengan beberapa
informan seperti bapak Kabbah, Muliadi, Usman dan Abdul wahid Money
politics dalam bentuk dana aspirasi ini dirasa lebih mengguntungkan mereka
dalam jangka waktu yang terbilang lama ketibang uang yang mungkin mereka
terima yang biasanya hanya habis untuk beli rokok dan pulsa saja tampa ada
sesuatu yang berkesan lebih lama manfaatnya yang bisa mereka rasakan. Money
politics dalam bentuk dana aspirasi merupakan hal yang menjadi salah satu
pendukung dari tingginya suara kandidat yang melakukan Money Politics dengan
cara memberikan dana aspirasi dalam membantu masyarakat untuk mewujudkan
78 Abdul Wahid. (38 Thn), Pengusaha, Wawancara, 28 Januari 2016, Pukul 20 00.Wita
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keinginan mereka dengan tentunya menggunakan tehnik tertentu guna
menghindari suara yang berhianat.
Dari berbagi faktor-faktor yang pengaruh Money politics tumbuh subur
dan sangat sulit untuk di bendung karena hal tersebut seperti sudah seolah-olah
dilegalkan oleh pemilih dan yang dipilih sehingga setiap pemilihan selalu saja
diwarnai oleh Money politics baik dari tingkatan tertinggi hingga terendah dalam
pemilu. Pengaruh yang ditimbulkan oleh Money Politics memang selalu ada
terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu hal ini disebabkan kebutuhan akan
uang, barang dan pemberian lainya sangat membuat masyrakat terlenan dan dapat
membantu masyrakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun pada
kenyataanya dengan adanya Money Politics, akan membawa dampak buruk
terhadap suatu kekuasaan. Karena secara akal, si calon maupun Partai Politik
pendukungnya pada saat pemilihan sudah mengeluarkan sekian rupiah demi
beliau berkuasa. Sudah barang tentu setelah beliau berkuasa akan mencari celah
untuk mengganti yang sudah beliau keluarkan. Akhirnya tentu akan timbul





Dari hasil penelitia yang penulis lakukan maka ada 2 temuan yang
penulis temukan diantaranya
1. Pengaruh Money Politics terhadap partisipasi masyarakat Barugae
pada pilkada 2015 memang memberikan pengaruh yang cukup signifikan dimana
mayoritas masyrakat Barugae yang menerima Money Politics turut berpartisipasi
dalam pilkada walaupun dalam pemberian uang maupun barang kepada pemilih
tidak menjamin dalam menentukan pilihan masyrakat dalam memberikan suara
kepada pemberi hal tersebut karena hal ini di pengaruhi beberapa faktor seperti
pemilih ganda yang mendapat uang lebih dari 1 kandidat, kulitas tim sukses juga
mempenaruhi masyakat dalam memilih kandidat yang di sarankan karena
kandidat yang baik adalah kandidat yang memiliki banyak akses jaring dengan
pemilih baik berupa hubungan keluarga, teman maupun  teman bisnis dan terahir
adalah kualitas strategi dari calon kandidat yan dapat mengikat pilihan masyrakat
untuk memilih calon kandidat yang memberikan sesuatu yang lebih berguna bagi
masrakat sperti perbaikan jalan yang lebih di angap penting oleh masyarakat di
bandikan uang yang berefek sementara saja.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyrakat barugae dalam
melakukan Money politics pada pilkada 2015 yaitu karena masalah ekonomi,
kebiasaan ketika pemilu, pendidikan politik yang rendah, kepercayaan terhadap
pemerintah dan  kesepakatan kerja yang dijalin antara pemilih sehingga
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masyarakat cenderung terbuka dan menerima kegiatan Money Politics yang
dilakukan oleh calon kandidat dan menerima segala macam bentuk  pemberian.
Pemberian uang yang membuat masyrakat merasa wajib untuk mengikutu proses
pemilu karena adanya bentuk kesepakatan tidak tertulis dengan unsur-unsur
paksaan dari para pelaku Money Politics
B. Saran
1. Perlu dilakukan pendidikan politik secara terus menerus terutama
sebelum pemilu di dalam masyarakat tentang akibat atau dampak negatif dari
Money Politics, kegiatan ini dimulai dengan sosialisasi yang dilakukan para tim
sukses masing-masing kandidat atau bisa juga melalui kader-kader partai politik
dan diawasi dengan badan pemilu setempat mengenai bahaya Money Politics. Hal
ini dilakukan untuk membentuk pandangan masyarakat bahwa Money Politics
memiliki dampak-dampak yang merugikan dalam jangka panjang apabila salah
dalam menentukan pilihan calon pemimpin. Perlu juga menekankan kepada
pemilih agar lebih mengutamakan memilih berdasarkan rekam jejak atau track
record calon kepala daerah. Selain itu diharapkan dapat mengontrol tindakan
timses kandidat maupun kader-kader partai politik agar bersama-sama berjuang
secara fair.
2. Pemikiran calon kandidat dimana money Politic sebanarnya tidak
terlalu menjami kepastian akan jumlah suara yang yang didapat sesuai dengan
dana yang telah dikelurkan dan perlunya Ada aturan yang jelas dan tegas untuk
diberlakukan kepada masyarakat melalui pendekatan secara personal apabila
masih ada oknum simpatisan atau tim sukses yang melakukan politik uang untuk
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menolak pemberian atau menerima pemberiannya tetapi jangan memilih pasangan
kandidat yang mereka usung, karena jelas mereka sudah melakukan tindakan yang
salah yakni tindakan yang termasuk ke kategori korupsi dengan memberikan
sogokan. Hal ini diharapkan agar dapat memberikan efek jera kepada baik tim
sukses maupun pasangan kandidat yang melakukan praktik politik uang di
masyarakat. Diharapkan pada akhirnya dapat membentuk penyadaran kepada
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